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MOTTO 

 

 

 

نَ  ِ قرَيِبٞ مِّ ََٰحِهاَ وَٱدۡعُوهُ خَوۡفاٗ وَطَمَعًاۚ إِنَّ رَحَۡۡتَ ٱللََّّ وَلََ تفُۡسِدُواْ فِِ ٱلَۡۡرۡضِ بعَۡدَ إِصۡل

نيَِن   ٦٥ٱلمُۡحۡس ِ
 

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak 

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat 

Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.  

(QS. Ala’raf : 56) 
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ABSTRAK 

    

Praktek welutan yang dilaksanakan di Kelurahan Bandengan, Kecamatan 

Kendal, Kabupaten Kendal merupakan salah satu  jual beli yang menggunakan 

sistem borongan yang obyeknya adalah belut yang masih di dalam tambak. 

Sedangkan belut tersebut tidak di ternak, tidak ada pembibitan dan pemeliharaan, 

melainkan berkembang biak dengan sendirinya di tambak tersebut.  Dalam 

praktiknya sekumpulan orang yang akan membeli atau memborong belut di salah 

satu tambak di Kelurahan Bandengan, setiap orang memberikan uang kepada 

petani tambak dengan ketentuan jumlah orang yang akan mencari belut dan luas  

tambak sebelum mencari belut. Bahwa praktek tersebut mengandung 

ketidakjelasan karena dalam pencarian belut masih di dalam air tambak. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut: Bagaimana praktek welutan di Kelurahan Bandengan, Kecamatan 

Kendal, Kabupaten Kendal? dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap 

praktek welutan di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten 

Kendal?. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris  yaitu metode 

pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam dan 

peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah 

sumber data primer yaitu data langsung dari objek tempat penelitian di Kelurahan 

Bandengan khususnya masyarakat petani tambak dan pembeli belut,  sumber data 

sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh penulis, tetapi 

diperoleh dari orang atau pihak lain ialah pihak kelurahan. Dalam pengumpulan 

datanya penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Dalam analisis data penulis menggunakan metode deskriptif 

analisis, yakni suatu metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah 

gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek welutan di Kelurahan 

Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal menurut hukum Islam praktek 

jual beli tersebut merupakan jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum 

Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli tersebut tidak 

termasuk dalam jual beli gharar, karena dilakukan orang yang sudah 

berpengalaman, sehingga penaksiran mereka selalu benar dan jarang sekali salah. 

Kalaupun ada ketidakjelasan, biasanya bisa di toleransi karena kesamarannya 

relatif ringan. Jual beli tersebut juga sudah menjadi kebiasaan penduduk 

Kelurahan Bandengan  yang sudah berjalan lama dan tidak pernah ada masalah 

baik sebelum dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan.  

 

 

Kata kunci: Welutan, Gharar, Hukum Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang     

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan 

dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan 

manusia sangat beragam sehingga kadang-kadang secara pribadi ia tidak 

mampu memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam 

hubungan satu manusia dengan manusia yang lain untuk memenuhi 

kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban 

keduanya berdasarkan kesepakatan. 

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari 

kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain, maka 

akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. Dalam jual beli 

ketika kesepakatan telah tercapai akan muncul hak dan kewajiban, yakni hak 

pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan 

barang atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang) dan 

hak penjual untuk menerima uang.   

Hukum Islam mengatur hubungan manusia secara menyeluruh, 

mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur 

dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam 

bidang mu‟amalah.
1
 

                                                             
1
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, Yogyakarta: UII Press. 2000, h. 6 



2 

 

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, 

karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan, mereka harus melakukan akad 

yaitu dengan cara  jual  beli. Untuk  mendapatkan  makanan  dan minuman  

misalnya,  seseorang tidak  mampu  untuk  memenuhi  kebutuhan makan dan 

minum  dengan  sendiri,  tapi  akan membutuhkan dan berhubungan dengan 

orang lain, maka terbentuk akad jual beli.
2
 

Dalam transaksi jual beli harus sesuai dengan hukum Islam, yaitu 

sesuai dengan Alquran dan Hadits. Adapun dalam Alquran di antaranya 

adalah pada surat Annisa‟ ayat 29 :  

َٰٓٓ  َ َآَٰي ينََٰٓءَامَنُوآَْٰلَََٰٓتأَ َٰٓٱأَيُّه ِ َٰٓٓبَ َٰٓم َٰٓٱنكََُُٰٓبَِٰٓمكََُُٰٓبيَ َٰٓوَ َٰٓآَْٰأَم َٰٓكُُُوَٰٓٓلَّذ َٰٓأَنَٰٓتكَُونََٰٓتَِ ََٰٰٓٓعِلَِٰٓإِلَذ نكُُ مََٰٰٓٓرَةًَٰٓعَنَٰٓترََاض  آَْٰتُلُوَٰٓٓوَلَََٰٓتلَ ََٰٰٓٓمِّ

ََٰٰٓٓأَهفُسَكُُ مَٰٓ َٰٓكََنََٰٓبِكُُ َٰٓٱإِنذ َ ٩٢ ارَحِيمََٰٰٓٓللَّذ   
 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka  di antara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. Annisa‟: 29). 
3
 

 

Melihat semakin pesatnya berbagai kemajuan yang telah terjadi dalam 

kehidupan perekonomian masyarakat saat ini tentunya menuntut kita untuk 

lebih peka dan lebih hati-hati dalam berbagai sistem yang kadang merugikan 

salah satu pihak, hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat 

dicermati dalam proses jual beli dengan sistem borongan. 

Dasar hukum jual beli secara borongan, dalam hadits: 

                                                             
2
 Djuwaini Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008,  

h. 69. 
3
 Departemen Agama RI, Al-Hikmah: Al-Alquran dan Terjemahan, Bandung: CV penerbit 

Diponegoro,2011, h.83. 
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َّاَاَ  نِنَ اّركْكْاَا ِ عَنِ بْنِ عُهَرَ رَضِيَ اللهُ عَن ْهُهَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَِ  جِزَافًافَ نَ هَاناَ رَسُوْلُ الِله  ي اّ
قُلَوُ نِنْ نَكَانوِِ  اَوُ حَتََّّ نَ ن ْ  صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَ سَلَّمَ أَْ  ناَِي ْ

 
Artinya : Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para 

sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah 

melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari 

tempat belinya.” (HR. Muslim: 1527).
4
 

 

Jual beli ini juga sering disebut dengan jual beli juzaf atau dalam 

terminologi ilmu fiqih yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang, 

atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang, dan dihitung lagi.
5
 

Praktik welutan yang dilaksanakan di Kelurahan Bandengan, 

Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal merupakan salah satu  jual beli yang 

menggunakan sistem borongan yang obyeknya adalah belut yang masih di 

dalam tambak. Sedangkan belut tersebut tidak diternak, tidak ada pembibitan 

dan pemeliharaan, melainkan berkembang biak dengan sendirinya di tambak 

tersebut.  Dalam praktiknya sekumpulan orang yang akan membeli atau 

memborong belut di salah satu tambak di Kelurahan Bandengan, setiap orang 

memberikan uang kepada pemilik tambak dengan ketentuan jumlah orang 

yang akan mencari belut dan luas tambak sebelum mencari belut. Bahwa 

praktik tersebut mengandung ketidakjelasan karena dalam pencarian belut 

masih di dalam air tambak.  

Praktik jual beli yang mengandung gharar dilarang dalam hukum 

Islam, dalam hadits Nabi bersabda sebagai berikut: 

                                                             
4
 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Terj. Ahmad khatib, Jakarta: Pustaka 

Azzam,2011, h. 502. 
5
 Abdullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: 

Darul Haq, 2011, h. 92. 
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لََ تَشْتَ رُوا ولُ اَّلَّوِ صلى الله عليو وسلم اُودٍ رضي الله عنو قَالَ: قَالَ رَسُ وَعَنِ ابِْنِ نَسْ 
اَّْهَاءِ; فَإِنَّوُ غَرَرٌ   )رَوَاهُ أَحَْْدُ, وَأَشَارَ إِلََ أَ َّ اَّصَّوَابَ وَقْ فُوُ(اَّسَّهَكَ فِ   

 
Artinya: Dari Ibnu Mas‟ud. Ia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW. 

“Janganlah kamu beli ikan yang di dalam air karena ia itu gharar” 

(HR Ahmad. Ia memberi isyarat bahwa yang benar hadits ini 

mauquf).
6
 

 

Dengan  menanggapi beberapa  uraian  permasalahan  tersebut, maka 

penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan judul: “Analisis 

Hukum Islam Terhadap Praktik Welutan di Kelurahan Bandengan, 

Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana praktik welutan di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, 

Kabupaten Kendal ? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik welutan di Kelurahan 

Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik welutan di Kelurahan 

Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal 

                                                             
6
 Ibnu Hajar Al-Aqshalani, Terjemahan Lengkap Bulughul Maram, Terj. Abdul rosyad 

Siddiq, Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana , 2009, h. 365. 
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b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik welutan di  

Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah 

a. Dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai praktik 

welutan di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten 

Kendal   

b. Dapat memberikan masukan bagi pihak masyarakat dalam 

melaksanakan praktik welutan  dalam hukum Islam. 

c.  Sebagai kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dalam keilmuan fiqih 

bidang muamalah. 

d. Sebagai syarat untuk lulus sarjana hukum ekonomi Islam. 

D. Tinjauan Pustaka 

Kajian pustaka ini, intinya adalah untuk mendapatkan gambaran umum 

hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.
7
 Sebuah 

karya merupakan kesinambungan pemikiran dari generasi sebelumnya dan 

kemudian dilakukan penyempurnaan yang signifikan. Penulisan skripsi ini 

pun sebelumnya merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah yang telah 

lahir, sehingga untuk menghindari kesan pengulangan dalam skripsi ini, maka 

penulis perlu menjelaskan adanya topik skripsi yang akan diajukan, di mana 

adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem 

                                                             
7
 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, jakarta: rajawali pres, 2012, h. 135. 
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borongan yang mengandung gharar maupun buku-buku referensi tentang jual 

beli  yang merupakan data penting untuk menunjangnya. Dalam penelusuran 

awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang 

secara spesifik mengkaji tentang “ Analisis hukum Islam terhadap praktik 

welutan di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal”. 

Dalam hal ini penulis sampaikan telaah pustaka yang berkaitan dengan 

masalah yang akan dibahas di antaranya sebagai berikut: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dini Widya Mulyaningsih, yang 

berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Dalam Jual 

Beli Tebasan (Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan Di Desa 

Brangsong, Kendal)”, skripsi tersebut membahas dalam kesimpulan 

berdasarkan analisis penulis, bahwa transaksi jual beli dan ganti rugi padi 

tebasan yang terjadi di Desa Brangsong tersebut tidak sesuai dengan hukum 

Islam karena banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam 

seperti adanya unsur keterpaksaan, tidak enak karena bertetangga, dan juga 

menghindari terjadinya keributan antara petani dan penebas, sehingga tidak 

terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Selain itu dalam transaksi 

ini juga terjadi pemotongan harga secara sepihak, yang tidak ada kesepakatan 

sebelumnya, sehingga menyebabkan kerugian di salah satu pihak maka jual 

beli dan ganti rugi tidak sah karena ada unsur kebatilan di dalamnya.
8
 

                                                             
8
 Dini Widya Mulyaningsih  “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Dalam 

Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan Di Desa Brangsong, Ke, 

Brangsong Kab. Kendal)” ,skripsi Fakultas Syariah, jurusan Muamalah, IAIN Walisongo 

Semarang, 2012. 
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Kedua, skripsi yang ditulis oleh Durotun Nafisah, yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Tebasan (Studi 

Kasus Jual Beli Cengkeh Di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten 

Batang)”, skripsi tersebut membahas dalam kesimpulan berdasarkan analisis 

penulis, bahwa praktik jual beli cengkeh sistem tebasan yang ada di Desa 

Sidoharjo ada dua macam, yaitu: tebasan pangkasan dan tebasan wohan. 

Tebasan pangkasan adalah sistem tebasan di mana akad jual beli terjadi saat 

pohon cengkeh sudah menunjukkan gatra. Tebasan wohan adalah akad jual 

beli di mana pohon cengkeh ditebaskan untuk beberapa wohan dengan 

ketentuan apabila pohon cengkehnya berbuah sedikit maka penebas 

diperbolehkan untuk tidak memanennya dan akan mendapat kompensasi untuk 

memanen pada musim selanjutnya. Dalam jual beli sistem tebasan yang ada di 

Desa sidhoharjo ini tidak mengandung unsur gharar yang ada hanyalah risiko 

kerugian kecil.  Risiko merupakan hal yang lumrah dalam jual beli karena 

risiko datang di luar kehendak manusia. Dalam jual beli tersebut  baik penebas 

maupun pemilik lahan saling ridha. Penebas merupakan orang yang ahli, 

sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Praktik jual 

beli juga sudah menjadi kebiasaan penduduk Desa Sidoharjo yang selalu 

berjalan setiap tahunnya dan tidak pernah ada masalah baik sebelum 

dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan, jual beli 

cengkeh dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Sidoharjo sah menurut 

hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.
9
   

                                                             
9
 Durrotun Nafisah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan (Studi 
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Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Elafi Hudayani, yang berjudul 

“Unsur Gharar Dalam Jual Beli Barang Rosok (Studi Kasus Kebonharjo 

Semarang Utara)”, skripsi tersebut membahas dalam kesimpulan berdasarkan 

analisis penulis, bahwasanya praktik jual beli yang dilakukan oleh pembeli 

barang rosok di Kebonharjo Semarang Utara tidak adil dan cenderung 

memanipulasi sebab berat suatu barang rosok ditetapkan dengan hanya 

mengangkat dan menjinjing dengan tangan tanpa menggunakan alat timbang 

yang dapat membantu hasil yang pasti. Dilihat dari hukum Islam jual beli 

tersebut mengandung unsur gharar (ketidakjelasan berat), dan termasuk jual 

beli yang dilarang oleh syara‟.
10

 

Keempat, skripsi yang ditulis oleh  Luqman Hakim, yang berjudul 

“(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sletongan di Desa 

Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)”, skripsi tersebut dalam 

kesimpulan berdasarkan analisis penulis, bahwa hasil penelitian menunjukkan 

pelaksanaan jual beli sletongan di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten 

Pekalongan tidak sah, karena ada syarat dan rukun akad jual beli yang tidak 

terpenuhi yakni dari aspek objek jual beli dalam hal ini wujud tanaman buah 

durian belum ada atau berbuah. Dari aspek pelaku (aqidain),jual beli 

Sletongan dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan berakal, mereka 

melakukan ini dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri. Dari aspek 

sighat  akad (ijab-qabul), praktik Sletongan dilakukan secara berhadapan 

                                                                                                                                                                       
Kasus Jual Beli Cengkeh Di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)” ,skripsi 

Fakultas Syariah, jurusan Muamalah, UIN walisongo Semarang, 2014. 
10

 Nur Ealafi Hudayani  “Unsur Gharar Dalam Jual Beli Barang Rosok ( Studi Kasus 

Kebonharjo Semarang Utara)”, skripsi Fakultas Syariah, jurusan Muamalah, IAIN walisongo 

Semarang, 2013. 
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langsung pada satu tempat dengan kata-kata yang jelas. Adapun hukum 

praktek jual beli Sletongan yang terjadi di Desa Dororejo kecamatan Doro 

Kabupaten Pekalongan yaitu tidak diperbolehkan dalam Islam. Hukum praktik 

jual beli ini sama seperti hukum jual beli gharar yakni dilarang. Hal ini 

dikarenakan keduanya sama-sama terdapat unsur ketidakjelasan terutama dari 

aspek objeknya.
11

  

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Durrotun Na‟mah, yang berjudul 

“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di dalam Blung (Studi 

Kasus di TPI desa Ujung batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara)”, skripsi tersebut 

dalam kesimpulan berdasarkan analisis penulis, bahwa praktik jual beli ikan di 

dalam Blung tersebut meskipun mengandalkan perkiraan  saja dalam menaksir 

ikannya, pembeli merupakan orang yang sudah ahli dan berpengalaman dalam 

hal itu sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah, 

melesetnya merupakan risiko yang ada dalam jual beli. Jadi dapat disimpulkan 

dalam praktik jual beli ikan di dalam blung yang terjadi di TPI Desa Ujung 

Batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara diperbolehkan menurut hukum Islam karena 

sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Dan jual beli ini tidak 

termasuk jual beli yang mengandung unsur Gharar yang ada risiko dan hanya 

kerugian kecil, jual beli ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan 

                                                             
11

 Luqman Hakim,“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sletongan Di Desa 

Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan”, skripsi Fakultas Syariah, jurusan Muamalah, 

IAIN walisongo Semarang, 2012. 
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yang terpenting dari itu adalah dalam blung ini sudah saling ridha antara 

penjual dan pembeli.
12

 

Dari beberapa persamaan penelitian skripsi di atas adalah sama-sama 

meneliti tentang praktik jual beli tebasan/ borongan yang mengandung 

ketidakjelasan (gharar), maka penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian 

tersebut berdasarkan subjek dan objeknya dalam meneliti praktik jual beli 

belut dengan sistem borongan yang masih di dalam tambak. 

E. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, 

mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, 

untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah, adapun dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini metode 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu mengumpulkan data yang dengan penelitian di tempat 

terjadinya gejala yang diteliti.
13

 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

                                                             
12

 Dhurrotun Na‟mah,“ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di dalam 

Blung (Studi Kasus di TPI desa Ujung batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara)”, skripsi Fakultas Syariah 

dan Hukum, jurusan Muamalah, UIN walisongo Semarang, 2014. 
13

 Safuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, h.21. 
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alamiah.
14

 Penelitian lapangan dilakukan di Tambak Kelurahan Bandengan, 

Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, mengenai praktik welutan dalam 

analisis hukum Islam. 

Melalui penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif -

empiris yaitu penggabungan metode pendekatan terhadap suatu masalah 

yang didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari Alquran, Hadits, 

kaidah-kaidah fikih, maupun pendapat ulama dalam aksinya pada setiap 

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. 

2. Sumber data 

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode 

pengumpulan data yang akan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang 

selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau 

mengidentifikasikan sesuatu.
15

 

Sumber data adalah sumber data yang dapat memberikan data 

penelitian secara langsung.
16

 

a. Sumber data primer  yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber 

primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.
17

 

Adapun sumber primer penelitian ini adalah para pihak penjual dan 

pembeli yaitu petani tambak dan pencari belut. 

                                                             
14

Lexy J. Meleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2009, h.6. 
15

 Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta: 

Salemba Humanika, 2012, cet. III, h. 116. 
16

 Joko P. Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 

1997,  h. 88. 
17

 Tatang M. Amrin, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2004, Cet III, h. 133. 
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b. Sumber data sekunder, yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung 

oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain.
18

 Sumber 

sekunder dalam penelitian ini adalah dari dokumen-dokumen resmi, arsip 

dari pihak kelurahan. Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer 

yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. 

3. Teknik pengumpulan data 

a. Observasi adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat 

dengan sistematik terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
19

 

Penulis menggunakan metode observasi non-partisipan yaitu penulis 

tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktivitas grup, dan hanya 

sebagai pengamat pasif, melihat, mengamati, mendengarkan semua 

aktivitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut.
20

 

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap 

objek tertentu yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui praktik 

welutan di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten 

Kendal. 

b. Wawancara (Interview) merupakan sebuah percakapan antara dua orang 

atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh penulis kepada subyek 

penelitian untuk dijawab.
21

  

                                                             
18

 Tim penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo 

Semarang, 2010, h.12. 
19

 Cholid Narbuko, Metodologi Riset, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 

Semarang, 1986, h. 48. 
20

 Restu Kartiko widi, Asas Metodologi Penelitian “Sebuah Pengenalan dan Penuntun 

Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 237. 
21

 Sudarwan Damin, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: pustaka setia,2002, h.130. 
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Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan.
22

 

Menurut Sugiyono, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman 

untuk wawancara, maka peneliti juga menggunakan  alat bantu seperti 

tape recorder, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan 

wawancara menjadi lancar
23

. 

Penulis melakukan wawancara dengan para penjual yaitu petani tambak 

sebagai penjual dan pembeli sebagai pencari belut yang melaksanakan 

praktik welutan serta ulama setempat di Kelurahan Bandengan, 

Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. 

c. Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan, 

biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, 

dan sebagainya.
24

 Di sini penulis mencatat data-data yang ada di kantor 

Kepala Kelurahan terkait pendataan penduduk di Kelurahan 

Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. 

4. Analisis Data 

Dalam analisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis, 

yakni suatu metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah 

                                                             
22

 Moleong ..., h.190. 
23

 Sugiyono,  Metode Penelitian Kombinasi  kualitatif dan kuantitatif (Mixed methods), 

Bandung: Alfabeta, Cet. 4, 2013, hlm. 188-189 
24

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2013, h. 175. 
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gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul.
25

 Metode ini bertujuan 

untuk memberikan deskripsi mengenai penelitian berdasarkan data yang 

diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti yaitu menggambarkan tentang 

praktik welutan di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten 

Kendal dalam analisis hukum Islam. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan 

menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan 

skripsi ini. 

Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, 

halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman 

abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan 

daftar isi. 

Bagian isi yang di dalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil 

penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, 

Sistematika Pembahasan. Bab ini merupakan arti penting dalam penyajian 

skripsi, dengan memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang 

akan penulis bahas. 

BAB II : Dalam Bab Ini Peneliti Akan Menjelaskan Tentang Tinjauan 

Umum tentang Jual Beli dalam Islam, yaitu Pengertian Jual Beli, Dasar 

                                                             
25

 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 165. 
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Hukum Jual Beli, Rukun Dan Syarat Jual Beli, Jual Beli yang dilarang dalam 

Islam, Macam-macam Jual Beli, Khiyaar dalam Jual Beli, Manfaat dan 

Hikmah dalam Jual Beli, Hukum Yang Berkaitan Jual Beli Borongan, Etika 

Bisnis dalam Islam, Hak Milik dalam Islam, „urf atau tradisi. 

BAB III : Berisi Tentang Praktik Welutan Di Kelurahan Bandengan, 

Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, yaitu Profil Kelurahan Bandengan, 

Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal Dan Praktik Welutan di Kelurahan 

Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. 

BAB IV : Berisi Tentang Pelaksanaan Praktik Welutan di Kelurahan 

Bandengan Dan Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Welutan di 

Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal,  Kabupaten Kendal 

BAB V : Berisi Kesimpulan Dan Saran. Bab ini merupakan akhir dari 

keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan 

kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dikemukakan juga 

tentang saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup. 

Daftar pustaka, merupakan rujukan yang berupa buku, skripsi dan 

lainnya yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

 Lampiran, merupakan terjemahan baik ayat Alquran maupun Hadits 

yang digunakan sebagai dalil dalam penyusunan skripsi, biografi pihak- pihak 

yang mengemukakan pendapat dalam penyusunan skripsi. Lampiran-lampiran 

lainnya yang dianggap perlu. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Jual Beli 

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual” dan “beli”. 

Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya 

yang bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan 

menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Perkataan jual beli 

menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual 

dan pihak lain membeli. Dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. 

Dari ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua 

belah pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.
26

 

Jual beli dalam istilah ahli fiqih disebut dengan al-ba‟i yang berarti 

menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-

ba‟i dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu 

kata asy-syira‟ (beli). Dengan demikian, kata al-ba‟i berarti jual, tetapi 

sekaligus juga berarti beli.
27

 

Secara bahasa, al-bai‟ (jual beli) berati pertukaran sesuatu dengan 

sesuatu. secara istilah, menurut mazhab Hanafi, jual beli adalah pertukaran 

harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. pertukaran harta 

dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta dapat 

                                                             
26

 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h.128. 
27

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. 111. 
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kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang di maksud 

adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.
28

 

Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan 

harta lain berdasarkan keridhaan  antara keduanya. Atau dengan pengertian 

lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan 

dan hitungan materi.
29

 

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut: 

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan 

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 

merelakan. 

2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai aturan 

syara‟. 

3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan 

ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara‟. 

4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus 

(dibolehkan). 

5. Penukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan 

atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang 

dibolehkan. 

6. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah 

penukaran hak milik secara tetap. 

                                                             
28

 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 

h.69. 
29

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jil. 4, Ter. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 

2006, h.120. 
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Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah 

suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai 

secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan 

pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di 

benarkan syara‟ dan disepakati.
30

 

B. Dasar Hukum Jual Beli 

Al-bai‟ atau jual beli merupakan  akad yang diperbolehkan, hal ini 

berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran, Hadits, Ijma‟ 

Ulama, Kaidah Fikih. Di antara dalil (landasan syariah) yang 

memperbolehkan praktek akad jual beli adalah sebagai berikut:  

1. Alquran 

Dalam firman Allah SWT. Surat Albaqarah : 198 

َٰٓتغَُوآَْٰفضَ َٰٓجُناَحٌَٰٓأنََٰٓتبَ ََٰٰٓٓكُُ َٰٓسََٰٓعلَيَ َٰٓميَ َٰٓ   ٨٩١ ...,لم
 

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu,..(Q.S. Albaqarah :198).
31

 

 

Dalam Firman Allah SWT. Surat Albaqarah :275 

,...َٰٓ َٰٓٱوَأحََلذ ُ مََٰٓبَي َٰٓم َٰٓٱللَّذ بوَ َٰٓٱعََٰٓوَحَرذ   ٥٧٢ ,... اْمَٰٓمرِّ
 

Artinya:, Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,... (Q.S. 

Albaqarah : 275).
32

 

 

 

                                                             
30

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 67-69. 
31

 Departemen Agama RI, Al-Hikmah: Al-Alquran dan Terjemahan, Bandung: CV penerbit 

Diponegoro,2011, h.31. 
32

 Departemen Agama RI, Al-Hikmah,..  h.47. 
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Dalam Firman Allah SWT. Surat Annisa‟ : 29 

َٰٓٓ  َ َآَٰي ينََٰٓءَامَنوُآَْٰلَََٰٓتأَ َٰٓٱأَيُّه ِ َٰٓٓبَ َٰٓم َٰٓٱنكََُُٰٓبَِٰٓكَُُٰٓبيَ َٰٓمََٰٓوَ َٰٓآَْٰأمَ َٰٓكُُُوَٰٓٓلَّذ نكُُ مََٰٰٓٓرَةًَٰٓعَنَٰٓترََاضٍَٰٓأنََٰٓتكَُونََٰٓتَِ ََٰٰٓٓعِلَِٰٓإِلَذ وَلََََٰٰٓٓمِّ

ََٰٰٓٓآَْٰأهَفُسَكُُ مَٰٓتُلوَُٰٓٓتلَ َٰٓ َٰٓكََنََٰٓبِكُُ َٰٓٱإِنذ َ   ٩٢آََٰٰٓرَحِيٌََٰٰٓٓللَّذ
 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

(Q.S. Annisa‟ : 29).
33

 

 

2. Hadits 

عَنْ رفِاَعَةَ بِنِ راَفِعٍ رَضِيَ الُله عَنْوُ أَ َّ اّنَّبَِ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيكْ اّْكَسْبِ 
 قاَلَ: عَهَلُ اّرَّجُلِ بيَِدِهِ وكَُلكْ بَ يْعٍ نَا ْرُوْر. )رَوَاهُ اّاَ زاّرُ وَصَحَّحَوُ الَحكِمُ( أَطْيَبُ 

 

Artinya: “Dari Rafi‟ah bin Rafi‟ r.a (katanya); sesungguhnya Nabi 

Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang 

paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang 

dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.” 

(Riwayat Bazzar dan disahkan oleh Hakim).
34

 

 

3. Ijma‟ Ulama 

Ulama muslim sepakat (Ijma‟) atas kebolehan  akad jual beli. Ijma‟ 

ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan  manusia berhubungan dengan 

sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu 

itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi 

yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah 

satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena 

                                                             
33

 Departemen Agama RI, Al-Hikmah,... h.83. 
34

 Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-„Asqalany, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, Ter. Lutfi 

Arif Dkk, Jakarta: Nouta Books, 2012, h.456. 
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pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan 

orang lain.
35

 

4. Kaidah Fikih 

باَحَةُ إِلََّ أْ  دَدُلَّ دَّيِْلٌ عَلَى حَْْرِِهَِاالأصْلُ فِ اَّهاَا نَلَةِ الِ   
 

Artinya: hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh di 

lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

 

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi, 

pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa , gadai kerja sama, 

(mudhrabah atau musyarakah), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang 

tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, 

dan riba.
36

 

C. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai 

konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual 

kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini 

haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.
37

 

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan  dengan ijab dan 

qabul, kecuali barang-barang kecil, yang cukup hanya dengan mua‟thaah 

(saling memberi) sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat 

tersebut. Ketentuan akad mengharuskan adanya keridhaan (saling rela) dan 

                                                             
35

 Djuwaini, pengantar,... h.73. 
36

 A. Djazuli, Kaidah Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2007, h. 130. 
37

 Lubis, pengantar,... h.129. 
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diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi, atau dengan cara lain 

yang menunjukkan akan sikap ridha.
38

 

Menurut mazhab Hanafi, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah 

sighat, yakni perbuatan ijab dan qabul yang merefleksikan keinginan masing-

masing pihak untuk melakukan transaksi.
39

 

Menurut  jumhur ulama, bahwa rukun yang terdapat dalam jual beli 

ada empat, yaitu: 

1. Ada orang yang berakad atau al muta‟aqidain (penjual dan pembeli) 

2. Ada sighat atau akad (ijab dan qabul) 

3.  Ada barang yang dibeli atau ma‟qud „alaih 

4. Ada nilai tukar pengganti barang 

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang 

dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah sebagai berikut.
40

 

1. Syarat orang yang berakad atau al muta‟aqadain (penjual dan pembeli) 

Syarat-syarat orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut: 

a. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, 

orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan 

harta. Oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak 

boleh menjual harta sekalipun miliknya.
41
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40
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Firman Allah SWT. Surat Annisa‟ : 5 

َٰٓٓٱتوُآَْٰوَلَََٰٓتؤُ َٰٓ فيََا   ٢ ...,مكََُُُٰٓوَ َٰٓءََٰٓأمَ َٰٓمسه
Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya, ... (Q.S. Annisa‟: 5).
42

 

 

b. Beragama Islam, syarat ini khusus  untuk pembeli saja dalam benda- 

benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang 

beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab 

besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid  yang 

beragama Islam, sedangkan Allah SWT Melarang orang-orang 

mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan 

mukmin.
43

  

Firman Allah SWT. Surat Annisa‟ :141 

,... َٰٓنِل َٰٓٱعَلََٰٓوَمنََٰٓيَ ََٰٰٓٓۗ َٰٓ ُ ١٤١َٰٓبِيلًَٰٓمِنِيَنَٰٓسََٰٓمُؤ َٰٓم َٰٓٱفِريِنََٰٓعلََََٰٓكَ َٰٓللَّذ  

 

Artinya: ..., Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada 

orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang 

beriman.(Q.S. Annisa‟: 141).
44

 

 

2. Syarat sighat atau akad (ijab dan qabul) 

Akad adalah ikatan kata antara penjual dengan pembeli. Jual beli 

belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul 

menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab dan qabul 

dilaksanakan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau 

                                                             
42

 Departemen Agama RI, Al-Hikmah,... h.77. 
43

 Suhendi, Fiqh,.. h.74. 
44
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yang lainnya, boleh ijab dan qabul dengan surat menyurat yang 

mengandung arti ijab dan qabul.
45

 

Masalah ijab dan qabul para ulama fikih berbeda pendapat, di 

antaranya sebagai berikut: 

a. Menurut Ulama Syafi‟i 

ijab dan qabul ialah tidak sah akad jual beli kecuali dengan sighat (ijab 

dan qabul) yang di ucapkan. 

b. Menurut Ulama Imam Malik 

Ijab qabul yaitu bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan 

secara di pahami saja. 

c.  Menurut Sayyid Sabiq penyampaian akad dengan perbuatan atau 

disebut juga dengan akad bi al-mu‟athah  yaitu: mengambil dan 

memberikan dengan  tanpa perkataan (ijab dan qabul), sebagaimana 

seseorang yang telah membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, 

kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uang sebagai 

pembayaran.
46

 

d. Menurut Imam Al-nawawi dan ulama Muta‟akhirin Syafi‟i berpendapat 

bahwa boleh jual beli barang-barang kecil dengan tidak ijab dan qabul.   

Syarat-syarat sah ijab dan qabul ialah sebagai berikut: 

a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual 

menyatakan ijab dan sebaliknya. 

b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul. 
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c. Beragama Islam, syarat ini khusus  untuk pembeli saja dalam benda-

benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang 

beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar 

kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid  yang beragama 

Islam, sedangkan Allah SWT Melarang orang-orang mukmin memberi 

jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.
47

 Firman Allah 

SWT. Surat Annisa‟ :141 

َٰٓنِل َٰٓٱعَلََٰٓوَمنََٰٓيَ ََٰٰٓٓۗ َٰٓ..., ُ   ٨٤٨ مِنِيَنَٰٓسَبِيلًَٰٓمُؤ َٰٓم َٰٓٱفِريِنََٰٓعلََََٰٓكَ َٰٓللَّذ
 

Artinya: ..., Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-

orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang 

beriman.(Q.S. Annisa‟: 141).
48

 

 

3. Syarat Ada barang yang di beli atau ma‟qud „alaih 

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut: 

a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan 

kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di suatu toko 

karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian 

diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara 

meyakinkan barang itu boleh untuk dihadirkan sesuai dengan persetujuan 

pembeli dengan penjual, barang di gudang dan dalam proses pabrik ini 

dihukumkan sebagai barang yang ada.  

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, 

bangkai, khamar, dan darah tidak sah sebagai objek jual beli, karena 
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48
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dalam pandangan syara‟ benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi 

muslim.  

c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak 

boleh diperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan 

dan emas ini belum dimiliki penjual.  

d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang  

disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.  

4. Syarat ada nilai tukar pengganti barang 

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman 

sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, Ulama fiqih 

membedakan antara as-tsamn ( ّثَّهَنُ ا   ) dan as-si‟r ( ّسِّاْرا ََ ) 

Menurut mereka as-tsamn adalah harga pasar yang berlaku di 

tengah-tengah masyarakat, sedangkan as-si‟r adalah modal barang yang 

seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. 

Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan 

harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat 

dipermainkan para pedagang adalah as-tsamn, bukan harga as-si‟r. 

 Ulama fiqih mengemukakan syarat as-tsamn sebagai berikut: 

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 

b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara 

hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila 

barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya 

pun harus jelas waktunya. 
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c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter ( ْاَّْهُقَيَّدَة), maka barang yang 

dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara‟ seperti babi 

dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai menurut syara‟. 

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di 

atas, para ulama fikih menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah 

apabila: 

1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti jual beli barang yang 

diperjualbelikan tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun 

kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur 

paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain, yang 

membuat jual beli rusak. 

2)  Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang 

itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang itu dikuasai 

penjual, adapun barang itu tidak bergerak boleh dikuasai pembeli 

setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan „urf (kebiasaan) 

setempat.
49

 

D. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam 

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-

Juhaili meringkasnya sebagai berikut:  
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1. Terlarang sebab Ahliah (Ahli Akad) 

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih apabila 

dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-

tasharruf.
50

 Secara bebas dan baik. Yang tidak sah jual belinya adalah 

sebagai berikut: 

a. Jual beli orang gila 

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu 

pula sejenisnya, seperti orang mabuk, dan lain-lain 

b. Jual beli anak kecil 

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) 

dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan. 

c. Jual beli orang buta 

Jual beli orang buta dikategorikan sahih menurut jumhur jika barang 

yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya).  

d. Jual beli terpaksa 

Menurut ulama Hanafi, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual 

beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan 

(mauquf). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela 

(hilang rasa terpaksa). 

e. Jual beli  fudhul 

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. 

 

                                                             
50

 Tasharruf artinya semua bentuk interaksi manusia . 
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f. Jual beli orang yang terhalang 

Maksud terhalang di sini adalah karena kebodohan, bangkrut, ataupun 

sakit.  

g. Jual beli malja‟ 

Jual beli malja‟ adalah jual beli orang sedang dalam bahaya, yakni 

untuk menghindar dari perbuatan zalim. 

2. Terlarang sebab Shighat (akad ijab qabul) 

a. Jual beli mu‟athah 

Jual beli mu‟athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak 

akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak 

memakai ijab dan qabul. Jual beli tersebut dipandang tidak sah 

menurut ulama Hanafi, tetapi sebagian ulama Syafi‟i 

membolehkannya, seperti Imam Nawawi menurutnya hal itu 

dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Suraij dan 

Ar-Ruyani membolehkan dalam hal-hal kecil. 

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan 

Disepakati ulama fikih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah 

sah. Tempat berakad adalah sampai surat atau utusan dari aqid pertama 

kepada aqid kedua.  Jika ijab dan qabul melebihi tempat, akad tersebut 

dipandang tidak sah, seperti surat yang tidak sampai ke tangan yang 

dimaksud. 
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c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan 

Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat 

dibaca), akad tidak sah.  

d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad 

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di 

tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat in‟iqad, 

(terjadinya akad). 

e. Jual beli yang tidak sesuai dengan ijab dan qabul 

f. Jual beli munjiz  

Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau 

ditangguhkan pada waktu yang akan datang. 

3. Terlarang sebab Ma‟qud Alaih (barang jualan) 

Secara umum, ma‟qud alaih adalah harta yang dijadikan alat 

pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa di sebut mabi‟ (barang 

jualan) dan harga. Beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada 

b. Jual beli barang yang tidak bisa di serahkan 

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti: burung yang 

berada di udara atau ikan yang berada di air tidak didasarkan ketetapan 

syara‟.  
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c. Jual beli gharar 

Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. 

Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW. Bersabda:
51

 

لََ  يو وسلملُ اَّلَّوِ صلى الله علوَعَنِ ابِْنِ نَسْاُودٍ رضي الله عنو قاَلَ: قاَلَ رَسُو 
) فِ اَّْهَاءِ; فإَِنَّوُ غَرَرٌ تَشْتَ رُوا اَّسَّهَكَ   ( وَاهُ أَحَْْدُ, وَأَشَارَ إِلََ أَ َّ اَّصَّوَابَ وَقْ فُوُ رَ 

 

Artinya: Dari Ibnu Mas‟ud. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah 

SAW. “Janganlah kamu beli ikan yang di dalam air 

karena ia itu gharar ” (H.R Ahmad. Ia memberi syarat 

bahwa yang benar hadist ini mauquf ).
52

  

 

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang di larang ada 10 (sepuluh) 

macam, yaitu sebagai berikut: 

1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih 

dalam kandungan induknya, 

2) Tidak diketahui harga dan barang 

3) Tidak diketahui sifat barang atau harga 

4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga 

5) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, “Saya jual 

kepadamu, jika jaed datang”, 

6) Menghargakan dua kali pada satu barang, 

7) Menjual barang yang diharapkan selamat, 

8) Jual beli husha‟ misalnya pembeli memegang tongkat, jika 

tongkat jatuh wajib membeli, 
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9) Jual beli munabadzah yaitu jual beli dengan cara lempar 

melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang 

lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli, 

10)  Jual beli mulasamah adalah apabila mengusap baju atau kain, 

maka wajib membelinya. 

d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis 

Ulama sepakat tentang larangan menjual beli barang yang najis seperti 

khamar. 

e. Jual beli air 

Larangan atas jual beli air yang mubah, yaitu yang semua manusia 

boleh memanfaatkannya. 

f. Jual beli barang yang tidak jelas (Majhul) 

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan  

menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan di antara 

manusia. 

g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat 

dilihat 

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus 

menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khiyaar ketika 

melihatnya. Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, 

sedangkan ulama malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-

sifatnya. 

h. Jual beli sesuatu sebelum di pegang 
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Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan 

sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. 

Sebaliknya, ulama Syafi,iyah melarangnya secara mutlak. Ulama 

Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama hanabilah 

melarang atas makanan yang diukur. 

i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan 

Apabila belum terdapat buah, disepakati belum ada akad.  Setelah ada 

buah, tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal 

menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah 

matang, akadnya dibolehkan. 

4. Terlarang sebab syara‟ 

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan 

dan rukunnya. Ada beberapa masalah yang diperselisihkan, antara lain 

sebagai berikut:
53

 

a. Jual beli riba 

Riba ada dua macam yaitu  sebagai berikut: 

1) Riba nasi‟ah adalah pertambahan bersyarat yang diterima oleh 

pemberi utang dari orang yang berutang karena penangguhannya  

atas pembayaran. 

2) Riba fadhal adalah jual beli uang dengan uang atau barang pangan 

dengan barang pangan yang disertai tambahan. Jenis riba ini 

diharamkan karena termasuk perantara Riba nasi‟ah.
54
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b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan 

c. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang 

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang 

dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan 

keuntungan. 

d. Jual beli waktu azan jum‟at 

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum‟at 

e.  Jual beli anggur untuk dijadikan khamar 

f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil 

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri. 

g. Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain 

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih 

dalam khiyaar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk 

membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan  harga yang lebih 

tinggi. 

h. Jual beli memakai syarat 

Menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya memanfaatkan 

bagi salah satu pihak akad. 

E. Macam-macam Jual Beli 

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum di bagi menjadi 

empat, yaitu: 

1. Jual beli salam (pesanan) 

                                                                                                                                                                       
54

 Sabig, Fiqih,..h.175-176. 



34 

 

Jual beli salam adalah jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu 

uang muka kemudian barangnya diantar belakangan. 

2. Jual beli muqayadhah (barter) 

Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang 

dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu. 

3. Jual beli muthlaq 

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah 

disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang 

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar 

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang 

biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti 

uang perak dengan uang emas. 

Berdasarkan segi harga, jual beli jual beli dibagi menjadi empat 

bagian, yaitu: 

1. Jual beli yang menguntungkan (al-murabbahah) 

2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya 

(at-tauliyah) 

3. Jual beli rugi (al-khasarah) 

4. Jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi 

kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang 

berkembang sekarang.
55
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F. Khiyaar dalam Jual Beli 

Al-Khiyaar (hak memilih) adalah mencari kebaikan dari dua perkara, 

antara menerima atau membatalkan sebuah akad.
56

 Dalam jual beli, menurut 

agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan 

membatalkannya. Karena terjadinya oleh suatu hal, khiyaar dibagi menjadi 

tiga macam berikut ini: 

1. Khiyaar majelis adalah antara penjual dan pembeli boleh memilih akan 

melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada 

dalam satu tempat (majelis), khiyaar majelis boleh dilakukan dalam 

berbagai jual beli. Rasulullah SAW. Bersabda: 

ّْا َ  اَا ِ ََ (نسلم و اّاخرى رواه) دَ تَ فَرَّفاَ لَْ  نَا باِلْْيَِارِ  ي ْ  
Artinya: “Penjual dan pembeli boleh khiyaar selama belum berpisah” 

(Riwayat Bukhari dan Muslim).  

 

Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka khiyaar 

majelis tidak berlaku lagi atau batal. 

2. Khiyaar Syarat yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu 

baik penjual maupun pembeli, seperti: seseorang berkata, “saya jual 

rumah ini dengan harga Rp 100.000.000,00 dengan syarat khiyaar selama 

tiga hari”. Rasulullah SAW. Bersabda: 

  (اّايهقى روه) ّيََالٍ  ثَلَاثَ  ابِْ تَ اْتَ هَا سِلْاَةٍ  كُلِّ  فِ  باِلْْيَِارِ  انَْتَ 
Artinya: “kamu boleh khiyaar pada setiap benda yang telah di beli  

selama tiga hari tiga malam” (Riwayat Baihaqi). 
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3. Khiyaar aib artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-

benda yang di beli, seperti seseorang berkata: “saya beli mobil itu seharga 

sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, seperti yang 

diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah RA. bahwa 

seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di 

dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya 

pada Rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.
57

  

4. Khiyaar tadlis Yaitu khiyaar yang mengandung unsur penipuan. Yang 

dimaksud ini adalah bentuk khiyaar yang ditentukan karena adanya cacat 

yang tersembunyi. Tadlis itu sendiri dalam bahasa arab maksudnya adalah 

menampakkan suatu barang yang cacat dengan suatu tampilan seakan 

tidak adanya cacat. Kata ini diambil dari kata ad-dalsatu yang berarti 

azhzhulmatu (kegelapan). Artinya, seorang penjual karena tindak 

pemalsuannya telah menjerumuskan seorang pembeli dalam kegelapan, 

sehingga ia tidak bisa melihat atau mengamati barang yang akan ia beli 

dengan baik.  

Pemalsuan ini ada dua bentuk yakni:  

a. Dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang 

bersangkutan. 

b. Dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga 

harganya bisa naik dari biasanya.
58
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Apabila penjual menipu pembeli dengan menaikkan harga, maka 

hal itu haram baginya. Dan pembeli memiliki hak untuk 

mengembalikan barang yang dibelinya selama tiga hari. Haram 

perbuatan ini adalah karena adanya unsur kebohongan dan tipu 

dayanya. 

5. Khiyaar Ru‟yah  

Hanafi membolehkan khiyaar ru‟yah dalam transaksi jual beli, di 

mana pembeli belum melihat secara langsung obyek akad, jika pembeli 

telah melihat obyek barang, maka ia memiliki hak untuk memilih, 

meneruskan akad dengan harga yang disepakati atau menolak dan 

mengembalikan kepada penjual. 

Dalam konteks ini, Ulama membolehkan menjual barang yang 

gaib (tidak ada di tempat akad) tanpa menyebutkan spesifikasinya, dengan 

catatan pembeli memiliki hak khiyaar. 

Pembeli akan memiliki hak khiyaar ru‟yah dengan syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Obyek akad harus berupa real asset („ain, dzat, barang) dan bisa di 

spesifikasi. Jika tidak, pembeli tidak memiliki hak khiyaar, seperti 

dalam transaksi valas. 

b. Pembeli belum pernah melihat obyek transaksi sebelum melakukan 

kontrak jual beli.
59

 

6. Khiyaar Ghaban (kekeliruan) 
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Kesalahan mungkin saja terjadi pada penjual, misalnya dia 

menjual sesuatu yang bernilai lima dirham dengan tiga dirham. Kesalahan 

juga bisa terjadi pada pembeli, misalnya dia membeli sesuatu dan tertipu 

maka dia memiliki hak untuk membatalkan jual beli sekaligus akad, 

dengan syarat dia tidak mengetahui harga dan tidak pandai menawar. 

Sebab, jual beli yang demikian mengandung unsur penipuan yang harus 

dihindari oleh setiap muslim.
60

  

Jika dalam jual beli terdapat unsur penipuan yang tidak wajar, 

maka pihak yang merasa tertipu boleh memilih untuk meneruskan atau 

membatalkan akad jual belinya. 

Sebab, Rasulullah SAW bersabda: 

 يُُْدعَُ  انََّوُ  وَسَلَّمَ  وَاَّوِِ  عَلَيْوِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ  ّرَِسُوْلِ  رَجُلٌ  ذكُِرَ : قاَلَ  عُهَرَ  أَبِ  عَنْ 
  عليو نتفق خَلابَةََ  لََ :  فَ قُلْ  باَدَ اْتَ  نَنْ  فَ قَالَ  اّْاُ يُ وْعِ  فِ 

Artinya: “Seorang laki-laki menerangkan kepada Rasulullah SAW. 

Bahwasanya dia selalu tertipu dalam berjual beli, maka 

Rasulullah berkata kepada orang itu: ”Kepada mereka yang 

ingin melakukan transaksi jual beli, katakanlah: tidak ada 

penipuan” .
61

 

 

 

Sebagian ulama‟ membatasi kesalahan tersebut dengan kesalahan 

yang melampaui batas. Pendapat yang paling baik adalah bahwa 

kesalahan dibatasi dengan tradisi. Sesuatu yang dianggap sebagai 

kekeliruan oleh tradisi, di dalamnya terdapat khiyaar. Dan sesuatu yang 
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tidak dianggap sebagai kesalahan oleh tradisi, maka tidak ada khiyaar di 

dalamnya. 

Sebagian yang lain tidak membatasinya dengan apa-apa. 

Pembatasan ini mereka lakukan karena jual beli nyaris tidak pernah bersih 

dari kekeliruan dalam pengertiannya yang mutlak dan karena biasanya 

sesuatu yang sedikit bisa dimaafkan. 

G. Manfaat dan Hikmah dalam Jual Beli 

Manfaat jual beli antara lain: 

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi  masyarakat yang 

menghargai hak milik orang lain. 

2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan 

atau suka sama suka. 

3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya 

dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang 

dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual 

beli mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam 

kebutuhan sehari-hari. 

4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang haram (batil). 

5. Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah SWT. 

6. Menumbuhkan ketentraman  dan kebahagiaan, keuntungan dan laba dari 

jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-



40 

 

hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat  dipenuhi. Maka dapat 

diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.
62

  

Hikmah jual beli 

Jual beli disyariatkan oleh Allah SWT sebagai keluasan bagi para 

hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, 

pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa 

diperlukan selama manusia itu masih hidup. Tidak seorang pun dapat 

memenuhi kehidupannya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk 

berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya 

memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa uang dimilikinya untuk 

memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.
63

 

H. Hukum yang berkaitan Jual Beli Borongan 

1. Pengertian Jual Beli Borongan 

Juzaf secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah 

banyak. Jual beli juzaf dalam terminologi ilmu fikih adalah menjual 

barang yang biasa ditakar, ditimbang, atau dihitung, secara borongan 

tanpa  ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. 

Contohnya adalah menjual setumpuk makanan tanpa mengetahui 

takarannya, atau menjual setumpuk pakaian tanpa mengetahui jumlahnya. 

Atau menjual sebidang tanah mengetahui luasnya. 
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2. Hukum Jual Beli Borongan 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa diantara syarat sahnya jual 

beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui. Maka materi objek, ukuran 

dan kriteria harus diketahui. Sementara dalam jual beli spekulatif ini 

tidak ada pengetahuan tentang ukuran, namun demikian, jual beli ini 

termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, 

karena umat manusia amat membutuhkannya.
64

 

Di antara dalil disyariatkannya jual beli ini adalah hadits Ibnu 

Umar RA bahwa ia menceritakan, 

َّاَاَ  نِنَ اّركْكْاَاِ  جِزاَفاًفَ نَ هَاناَ  هُهَا قاَلَ: كُنَّا نَشْتَِي اّ عَنِ بْنِ عُهَرَ رَضِيَ اللهُ عَن ْ
اَوُ حَ  قُلَوُ نِنْ نَكَانوِِ رَسُوْلُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَ سَلَّمَ أَْ  ناَِي ْ تََّّ نَ ن ْ  

Artinya : Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para 

sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah 

melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya 

dari tempat belinya.” (HR. Muslim: 1527).
65

 

 

Dalam Hadits ini terdapat indikasi bahwa para sahabat sudah 

terbiasa melakukan jual beli spekulatif, sehingga hal itu menunjukkan 

bahwa jual beli semacam itu diperbolehkan. 

3. Syarat-syarat Jual Beli Borongan 

Agar diperbolehkan melakukan jual beli juzaf  atau spekulatif ini 

ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Para ahli fikih Maliki telah 

menyebutkan sebagian di antaranya, yakni sebagai berikut: 

                                                             
64

 Abdullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: 

Darul Haq, 2011, h.91-92. 
65

 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Jakarta: Pustaka Azzam,2011 h. 502. 



42 

 

a. Barang yang diperjualbelikan dilihat langsung pada saat terjadinya 

akad dengan catatan tidak menyebabkan rusaknya barang tersebut. Dan 

seperti halnya melihat barang langsung pada saat akad ini, juga dapat 

dilihat sebelumnya dengan catatan barang tersebut tetap tidak berubah 

(sejak melihatnya tersebut) sampai tiba saatnya waktu akad 

berlangsung. 

b. Baik pembeli atau penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang 

dagangan. Kalau salah seorang di antaranya mengetahui, jual beli itu 

tidak sah. 

c. Jumlah barang dagangan tidak dalam jumlah besar sehingga sulit untuk 

diprediksikan. Atau sebaliknya, terlalu sedikit sekali sehingga terlalu 

mudah untuk dihitung, jadi penjualan spekulatif ini menjadi tidak ada 

gunanya. 

d. Tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi 

unsur kecurangan dalam spekulasi. 

e. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperjualbelikan 

jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad. 

Kalangan ulama Maliki adalah yang paling banyak merinci 

persyaratan-persyaratan ini.
66
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I. Etika Bisnis dalam Islam 

Etika bisnis dalam Islam merupakan kerangka praktis yang secara 

fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan 

setiap kegiatan ekonomi. 

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai 

perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan 

(hukum) perilaku dibuat dan laksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut 

diwujudkan dalam bentuk aturan hukum.
67

 

Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam di antaranya sebagai berikut: 

1. Kesatuan (Tauhid) adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam 

konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan  

muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan 

yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan 

yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan 

agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.
68

 Hal ini sesuai 

dengan firman Allah SWT dalam surat Alan‟am ayat 162: 

َٰٓصَلَتَِِٰٓوَوسُُكَِِٰٓوَمَح ََٰٰٓٓكُل َٰٓ َٰٓإِنذ َٰٓرَبِّ ِ   ٢٦٩ لمَِينََٰٓعَ َٰٓم َٰٓٱيَايََٰٓوَمَمَاتَِِٰٓلِلَّذ
 

Artinya: Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku 

dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (Q.S. 

Al an‟am: 162).
69

 

 

2. Keseimbangan/ keadilan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, 

Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang 
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tidak disukai.
70

 Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat 

Almaidah ayat 8: 

َٰٓٓ  َ َآَٰي ينََٰٓءَامَنَُٰٓٱأَيُّه ِ َٰٓٓوآَْٰكُوهوُآَْٰكوَذ َٰٓلَّذ َٰٓشُيَدَا ِ ذكُُ َٰٓوَلَََٰٓيَ ََٰٰٓٓطِِۖلِس َٰٓم َٰٓٱءََٰٓبَِٰٓمِيَنَٰٓلِلَّذ ََٰٓۗشَنَََٰٰٓٓرمَِن ََٰٰٓٓمٍَٰٓعلَََ َٰٓٓانَُٰٓكوَ َٰٓۗٔ ألََذ

َِٰۖٓرَبَُٰٓنِلتذل َٰٓدِموُآَْٰىُوََٰٓأكَ َٰٓع َٰٓٱَٰٓدِموُاْمَٰٓتعَ َٰٓ ذلُوآَْٰٱوَََٰٰٓٓوَى  َمَٰٓٱت ََٰٰٓٓللَّذ َٰٓخَبِيُرَٰٓٱإِنذ َ   ٨ مَلوُنََٰٓبِمَآَٰتعَ ََٰٰٓٓللَّذ
  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. 

Almaidah: 8).
71

 

 

3. Kehendak bebas. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika 

bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. 

Kecenderungan manusia untuk terus menerus untuk memenuhi kebutuhan 

pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap 

individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. 

4. Tanggung jawab. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil 

dilakukan oleh manusia karena menuntut adanya pertanggungjawaban dan 

akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia 

perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. 

5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran 

dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses 

akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas 

pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan 
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keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat 

menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian 

salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama tau perjanjian dalam 

bisnis.
72

  

J. Hak Milik dalam Islam 

1. Pengertian Hak dan Milik 

Kata hak berasal dari bahasa Arab al-haqq, yang secara etimologi 

mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, di antaranya berati: milik, 

ketetapan, dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian kewajiban, 

dan kebenaran. 

Kata milik berasal dari bahasa Arab almilk, yang secara etimologi 

berati penguasaan terhadap sesuatu. Almilk juga berati sesuatu yang 

dimiliki (harta). Milk juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu 

barang yang diakui oleh syara‟, yang menjadikannya  mempunyai 

kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga dapat melakukan tindakan 

hukum terhadap harta tersebut, kecuali adanya kalangan syara‟.
73

 

Bahwa yang dimaksud kepemilikan ialah suatu penguasaan manusia 

atas harta yang dapat dipergunakannya untuk memenuhi kepentingan 

pribadinya selama tidak ada aturan syara‟ yang melarangnya. 

2. Jenis kepemilikan 

a. Almilk altamn (milik sempurna), yaitu suatu materi atau manfaat harta 

itu dimiliki oleh seseorang, misalnya: seseorang memiliki rumah maka 
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ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia manfaatkan secara 

bebas. 

b. Almilk annaqish (milik yang tidak sempurna), yaitu seseorang hanya 

menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain seperti 

rumah yang diserahkan kepada orang lain, melalui akad persewaan.
74

 

3. Sebab-sebab kepemilikan 

a. Ihrazul mubahat (memiliki sesuatu yang boleh dimiliki, atau 

menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di suatu tempat untuk 

dimiliki). Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki 

seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut 

harta mubah. Seperti: bebatuan di sungai yang belum dimiliki 

seseorang atau lembaga hukum, menangkap ikan di laut lepas dan 

membawa pulang. 

b. Al‟uqud (akad/ transaksi). Melalui suatu transaksi yang ia lakukan 

dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti: jual beli, hibah 

wakaf. 

c. Alkhalafiyah (pewarisan). Melalui peninggalan seseorang, seperti: 

menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat. 

d. Attawallud min almamluk (berkembang biak). Melalui hasil/ buah dari 

harta yang telah dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara 

alami, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, atau melalui 
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suatu usaha pemiliknya, seperti hasil usahanya sebagai pekerja, atau 

keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang. 

4. Hikmah Kepemilikan 

a. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui 

aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam 

b. Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan 

cara-cara yang baik, benar, dan halal. 

c. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan suatu 

amanah (titipan) dari Allah SWT yang harus digunakan dan 

dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan 

disalurkan di jalan Allah untuk memperoleh ridha-Nya 

d. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan 

oleh syara‟  dalam memiliki harta 

e. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan 

memiliki harta itu dilakukan dengan cara yang baik, benar, dan halal, 

kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan-

aturan) Allah SWT.
75

 

 

K. ‘Urf (Kebiasaan) 

 Kata „urf berasal dari kata „arafa, ya‟rifu sering diartikan dengan “al-

ma‟ruf” dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih 

dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata „urf  juga terdapat 
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dalam Alquran dengan arti “ma‟ruf” yang artinya kebajikan (berbuat baik).
76

 

Seperti dalam surat Ala‟raf : 199 : 

  ٢٢٢ َِٰٓۗ..,فعُر َٰٓم َٰٓٱبََِٰٰٓٓمُر َٰٓوََٰٓوَأ َٰٓعَف َٰٓم َٰٓٱخُذَِٰٓ
 

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma´ruf,...(Al a‟raf: 199).
77

 

 

„Urf atau tradisi adalah bentuk-bentuk mu‟amalah (hubungan 

kepentingan) yang yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung di 

tengah  masyarakat.
78

 

Bahwa „urf atau tradisi itu adalah sesuatu yang harus telah dikenal, 

diakui, dan diterima oleh banyak orang, terlihat ada kemiripan dengan ijma‟. 

Namun keduanya terdapat beberapa perbedaan yang di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Dari segi ruang lingkupnya, ijma‟ harus diakui dan diterima semua pihak, 

bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, maka ijma‟ tidak 

tercapai. (hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa ijma‟ yang 

tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak memengaruhi kesahihan 

suatu ijma‟). Sedangkan „urf atau tradisi sudah dapat tercapai bila ia telah 

dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan 

oleh semua orang. 

2. Ijma‟ adalah kesepakatan (penerimaan) di antara orang-orang tertentu, 

yaitu para mujtahid dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan 

kesepakatan atau penolakannya, sedangkan „urf atau tradisi terbentuk bila 
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yang melakukannya secara berulang- ulang atau yang mengakui atau 

menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan. 

3. „Urf atau tradisi itu meskipun telaah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat 

islam, namun mereka dapat mengalami perubahan karena berubahnya 

orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan ijma‟ (menurut 

pendapatan kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan sekali 

ditetapkan, ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya yang datang 

kemudian.     

Penggolongan macam-macam tradisi atau „urf dapat dilihat dari 

beberapa segi: 

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. „urf terbagi menjadi: 

a. „Urf qauli adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata 

atau ucapan. Seperti kata lahm artinya “daging”, baik daging sapi, 

ikan, atau hewan lainnya. Pengertian lahmun yang juga mencakup 

daging ikan ini terdapat dalam Alquran, surat Annahl: 14: 

يَٰٓسََذرََٰٓٱوَىُوََٰٓ ِ   ٨٤ ..,آَٰظَرِيّمَٰٓممَٰٓوَُٰٓمحَ َٰٓكُُُوآَْٰمِن َٰٓرََٰٓمِتأَ َٰٓبَح َٰٓم َٰٓٱلَّذ
 

Artinya: Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), 

agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar 

,... (Annahl: 14).
79

 

 

Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari di kalangan 

orang Arab, kata lahmun itu tidak digunakan untuk “ikan”, karena 

itu, jika seseorang bersumpah, “Demi Allah saya tidak akan 

memakan daging”, tetapi ternyata kemudian ia memakan daging 
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ikan, maka menurut adat masyarakat Arab, orang tersebut tidak 

melanggar sumpah.   

b. „Urf fi‟li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, umpamanya: 

kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan tidak begitu 

bernilai) transaksi antar penjual dan pembeli cukup hanya 

menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan 

transaksi (akad), hal ini tidak menyalahi aturan dalam jual beli, 

kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa 

adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.  

2. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, „urf terbagi menjadi: 

a. „Urf  umum yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, 

hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan 

agama. Seperti: menganggukkan kepala tanda menyetujui dan 

menggelengkan kepala tanda menolak, di mana-mana bila memasuki 

pemandian umum (kolam renang) yang memungut bayaran,  orang 

hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa 

memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama 

ia menggunakan pemandian tersebut. 

b. „Urf khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat 

tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di semua tempat dan di 

sembarang waktu. Seperti adat menarik garis keturunan melalui garis 

ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak 

(patrilineal) di kalangan suku Batak.     
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3.  Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, „urf terbagi menjadi: 

a. „Urf shahih yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh 

orang banyak, tidak bertentangan oleh agama, sopan santun, dan 

budaya yang luhur. Seperti: memberi hadiah kepada orang tua dan 

kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu mengadakan acara halal 

bihalal (silturahmi)  saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu 

penghargaan atas suatu prestasi. 

b. „Urf  fasid yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata 

pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang 

negara dan sopan santun. Seperti: berjudi untuk merayakan suatu 

peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh 

anak yang baru lahir, kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).
80

 

Para ulama mengamalkan „urf itu dalam memahami dan 

mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk 

menerima „urf tersebut, yaitu: 

1. „Urf atau tradisi itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. 

2. „Urf atau tradisi itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang  

yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian 

besar warganya. 

3. „Urf atau tradisi yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu 

telah ada (perilaku) pada saat itu bukan „urf yang muncul kemudian. 
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4. „Urf atau tradisi tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara‟ yang 

ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. 

Bahwa „urf atau tradisi itu digunakan sebagai landasan dalam 

menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas tradisi itu bukanlah 

karena semata-mata ia bernama tradisi atau „urf. „Urf atau tradisi bukanlah 

dalil yang berdiri sendiri. „Urf atau tradisi itu menjadi dalil karena ada 

yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk „ijma 

maupun maslahat. Adat yang berlaku sekian lama secara baik oleh umat.  

„Urf atau tradisi itu berlaku dan diterima orang banyak karena 

mengandung kemaslahatan. Tidak memakai tradisi seperti ini berarti 

menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil 

sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara 

langsung mendukungnya.
81
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BAB III 

PRAKTIK WELUTAN DI KELURAHAN BANDENGAN, KECAMATAN 

KENDAL, KABUPATEN KENDAL 

 

A. Profil Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal 

1. Letak geografis 

Kelurahan Bandengan merupakan salah satu Kelurahan se-

Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal. Terletak kurang lebih 2 Km ke 

arah utara dari Kantor  Kecamatan Kota Kendal dengan batas-batas : 

a. Sebelah Utara : Laut Jawa  

b. Sebelah Timur : Kelurahan Karangsari 

c. Sebelah Selatan : Kelurahan Ngilir 

d. Sebelah Barat  : Kelurahan Balok 

Luas Wilayah Kelurahan Bandengan  : 196.875 Ha 

Tanah Sawah     : 70.024 Ha 

a. Irigasi Teknis     : -  Ha 

b. Irigasi Setengah Teknis   : 70.024 Ha 

c. Senderan     : 10.020 Ha 

d. Tanah Hujan     : 15.512 Ha 

Tanah Kering     : 60.048 Ha 

a. Pekarangan/ Bangunan   : 40.048 Ha 

b. Tegalan/ Kebun     : -  Ha 

c. Padang Gembala     : -  Ha 

53 
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d. Tambak     : 40.00  Ha 

e. Rawa     : -  Ha 

f. Hutan Negara     : -  Ha 

g. Perkebunan Negara/ Swasta  : -  Ha 

h. Lain-lain (Sungai, jalan, Kebun)  : 22  Ha 

Sedangkan banyaknya wilayah administrasi adalah sebagai berikut: 

a. Dukuh     : - Buah 

b. Rukun Warga     : 4 Buah 

c. Rukun Tangga     : 32 Buah 

d. Kelurahan Swadaya   : - Buah 

e. Kelurahan Swakarya   : - Buah 

f. Kelurahan Swasembada   : - Buah 

2. Demografi kependudukan 

Jumlah Penduduk Kelurahan Bandengan pertahun 2014 adalah: 

5.260 jiwa dan Jumlah Kepala Keluarga (KK): 1.407 KK dengan perincian 

Laki – laki : 2.744 jiwa dan Perempuan: 2.516 jiwa 

Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin adalah sebagai 

berikut : 

Kelompok 

Umur 
Laki – laki Perempuan Jumlah 

0 – 4 

5 – 9 

10 – 14 

15 – 19 

20 – 24 

25 – 29 

30 - 34 

35 – 39 

225 

263 

298 

284 

254 

245 

210 

184 

290 

237 

252 

260 

224 

203 

199 

192 

625 

500 

550 

544 

478 

448 

409 

376 
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40 - 44 

45 – 49 

50 – 54 

55 – 59 

60 – 64 

65 – 69 

70 – 74 

75 ---- 

 

177 

138 

125 

79 

64 

29 

31 

28 

146 

143 

136 

81 

48 

30 

28 

47 

323 

281 

161 

160 

112 

59 

59 

75 

 

Jumlah 2.744 2.516 5.260 

 

Jumlah Akseptor KB : 

a) PIL    : 82 Orang 

b) IUD    : 28  Orang 

c) Kondom    : 50 Orang 

d) Suntik    : 95 Orang 

e) Lain-lain (MOW/ MOP) : 5 Orang 

Banyaknya Nikah, Talak, Cerai, Rujuk : 

a) Nikah    : 31 Pasang 

b) Talak    : - Pasang 

c) Cerai    : 2 Pasang 

d) Rujuk    : - Pasang 

3. Topografi 

Ketinggian tanah Kelurahan Bandengan dari permukaan laut sekitar 

5 meter, berupa area Persawahan, Perkebunan rakyat dan Perkampungan 

serta pertambakan. Area pertambakan seluas 40 Ha menunjang 

perekonomian masyarakat.
82
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4. Keadaan Sosial Ekonomi 

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidentikkan dengan 

penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga. 

Sebagai kelurahan pesisir dengan ditunjang akses melaut maka 

sebagian mata pencaharian penduduk Kelurahan Bandengan adalah nelayan 

dan berupa area Persawahan, Perkebunan rakyat dan Perkampungan serta 

pertambakan. Area pertambakan seluas 40 Ha menunjang perekonomian 

masyarakat Bandengan. 

Sebagian masyarakat yang kehidupan ekonominya digantungkan 

terhadap sumber daya kelautan. Dan apabila terjadi musim penghujan tidak 

ada penghasilan dari hasil melaut sama sekali. Karena gelombang tinggi 

yang mengakibatkan nelayan takut untuk melaut. Selain nelayan dan 

petani, penduduk Kelurahan Bandengan juga bervariasi dalam 

pekerjaannya. Terdapat masyarakat yang berwirausaha dengan berdagang 

maupun dengan membuka usaha sendiri yang menunjang perekonomian. 

Jumlah sarana perekonomian di Kelurahan Bandengan : 

a. Jumlah Pasar Desa  : 1 Buah 

b. Jumlah pasar umum  : - buah 

c. Jumlah pasar ikan   : - Buah 

d. Jumlah pasar hewan  : - Buah 

e. Toko/ warung/ kios  : 100 Buah 

f. BUUD/ KUD   : 1 Buah 

g. Koperasi simpan pinjam  : 1 Buah 
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h. Badan-badan Kredit  : - Buah 

i. Lumbung desa   : - Buah 

j. Perusahaan/ usaha 

(1) Industri Rice Mill  : - Buah 

(2) Perhotelan   : - Buah 

(3) Rumah/ Warung Makan : 11 Buah 

(4) Perdagangan   : - Buah 

(5) Angkutan   : 2 Buah 

(6) Lain-lain   : 10 Buah. 

5. Keadaan Sosial Pendidikan 

Pendidikan merupakan modal utama yang dibutuhkan untuk 

berperan secara optimal dalam mengisi pembangunan nasional. Tingkat 

pendidikan merupakan salah satu individu sosial, budaya  ekonomi, sumber 

daya yang melalui penanganan pendidikan yang benar akan menjadi 

potensi yang berharga di masa depan. 

Pendidikan mempunyai fungsi untuk mencerdaskan bangsa, maka 

pemerintah senantiasa memperhatikan pendidikan, karena pendidikan 

merupakan hal penting dalam kehidupan, dengan adanya pendidikan kita 

dapat melihat tingkat kecerdasan penduduk. Untuk menunjang meratanya 

pendidikan di Kelurahan Bandengaan maka dibangunlah lembaga 

pendidikan sebagai instrumen penunjang untuk meningkatkan pendidikan 

masyarakat sekitar. 
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Berikut ini adalah tabel jumlah sarana pendidikan yang ada di 

Kelurahan Bandengan.
83

 

No. Lembaga Pendidikan Jumlah  Guru  Murid  

1  TK 1 3 26 

2 SLTP/ Kejuruan 3 30 190 

3 SLTA/ Kejuaraan - - - 

4 Akademi/ Perguruan Tinggi - - - 

5 Kursus - - - 

6 Madrasah Ibtidaiyah - - - 

7 Madrasah Tsanawiyah - - - 

8 Madrasah Aliyah - - - 

 

Selain data tentang sarana dan prasarana penunjang 

pendidikan yang ada di Kelurahan Bandengan, berikut akan diberikan 

rincian tentang tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Bandengan, 

yaitu sebagai berikut: 

Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan 

No Tingkat pendidikan Jumlah 

1 Tamat Akademi Perguruan Tinggi 57 

2 Tamat SLTA 496 

3 Tamat SLTP 578 

4 Tamat SD 1.128 

5 Belum Tamat SD 739 

6 Tidak Sekolah 2.262 

 Jumlah 5.260 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pendidikan masyarakat di Kelurahan Bandengan masih sangat rendah. 

Hal ini dapat dilihat dari besarnya angka penduduk yang hanya lulusan 

SD, Belum Tamat  SD/ sederajatnya, dan Tidak sekolah.
84

 

6. Keadaan Sosial Agama 

Banyaknya Pemeluk Agama di Kelurahan Bandengan 

No  Agama  Jumlah  

1 Islam 5.245 

2 Kristen Protestan 10 

3 Kristen Katolik 5 

4 Hindu - 

5 Budha - 

6 Kepercayaan Kepada Tuhan YME - 

 Jumlah 5.260 

 

Secara keseluruhan, masyarakat Kelurahan Bandengan adalah 

mayoritas beragama Islam. Masyarakat Kelurahan Bandengan mempunyai 

keyakinan yang kuat terhadap agamanya. Mereka beriman kepada Allah 

dan Rasul-Nya.
85

  Masyarakat Kelurahan Bandengan juga memiliki sarana 

prasarana tempat ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Adapun sarana 

dan prasarana tempat ibadah di Kelurahan Bandengan adalah: 

a) Masjid    : 2 Buah 

b) Surau/ Musala  : 10 Buah.
86
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Karena kondisi keagamaan inilah maka berbagai bentuk 

perkumpulan yang bersifat agama banyak dilaksanakan seperti Yasinan, 

Tahlilan setiap malam Jumat, Pengajian di Masjid.
87

 mendirikan Madrasah 

Diniyah bagi anak-anak, pertemuan IPNU IPPNU dan lain sebagainya. 

Disisi lain masyarakat Kelurahan Bandengan masih memelihara 

dan melaksanakan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang 

mereka. Adapun adat istiadat itu adalah sedekah laut yang dilaksanakan 

setiap setahun sekali. Kesadaran masyarakat masih tinggi, sehingga dalam 

pembiayaan pelaksanaan sedekah laut ditanggung bersama-sama walaupun 

ada bantuan dari aparat pemerintah.
88

 

7. Keadaan Sosial Budaya 

Nilai sosial dan solidaritas masyarakat Kelurahan Bandengan 

tergolong cukup tinggi, dalam kebersamaan membangun dan memperbaiki 

prasarana umum seperti: gotong royong, kerja bakti dalam membangun 

tempat ibadah, ritual Kesadaran masyarakat masih tinggi sehingga dalam 

pembiayaan pelaksanaan sedekah laut ditanggung bersama-sama walaupun 

ada bantuan dari aparat pemerintah masih berjalan sampai sekarang. 

Di Kelurahan Bandengan, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan 

hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakat 

merupakan warisan nilai budaya yang berhubungan dengan nenek moyang 

yang luhur. Di samping asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi 
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 Wawancara dengan Bapak Sholikin, Tokoh Agama , Selasa, 12-01-2016. 
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yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli 

masyarakat Jawa. 

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial 

budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap 

menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan 

kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung 

mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan 

dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. 

Adapun Sarana kesehatan yang ada di kelurahan Bandengan untuk 

mencapai keberlangsungan hidup masyarakat yang sehat dapat dilihat dari 

kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.    

Jumlah Sarana Sosial Budaya 

a. Rumah sakit Bersalin : - Buah 

b. BKIA/ Pos   : - Buah 

c. Puskesmas   : 1 Buah 

Tenaga Ahli kesehatan 

a. Dokter/ Perawat  : 5 Orang 

b. Bidan/ Dukun Bayi : 1  Orang.
89

 

8. Struktur Organisasi Kelurahan Bandengan 

Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang 

berkedudukan di wilayah Kecamatan, yang ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Disamping itu juga 
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ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 tahun 2001 

yang telah diperbaharui Perda Nomor 22 tahun 2008 dan yang terakhir 

Perda Nomor 37 Tahun 2008  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Kelurahan se-Kabupaten Kendal. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka susunan organisasi 

Kelurahan Bandengan sebagai berikut : 

a. 1 ( satu ) orang Lurah 

b. 1 ( satu ) orang Sekretaris Kelurahan 

c. 1 ( satu ) orang Kepala Seksi  Pemerintahan 

d. 1 ( satu ) orang Kepala Seksi  Ketentraman dan Ketertiban 

e. 0 ( 0 ) orang Kepala Seksi  Pembangunan 

f. 1 ( satu ) orang Kepala Seksi  Kesejahteraan Sosial 

g. Kelompok Jabatan Fungsional ( belum terisi ) 

Setiap Kepala Seksi dibantu oleh Staf sebagai Teknis Pelaksana. 

Selengkapnya mengenai susunan Organisasi Kelurahan Bandengan sebagai 

berikut : 

a. Lurah    : H. Mujiono, SE 

b. Sekretaris   : Nur Ali, SH 

c. Kasi Trantib  :  Dwi Waluyo Sutriyono 

(1) Staf   :  Jumari 

d. Kasi Pemerintahan  : Suryanto, S.Ap 

(1) Staf   : Asrik  Maewahyunawati 

e. Kasi Pembangunan  : - 
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(1) Staf   : Yunus Sutiharjo 

f. Kasi Kesos   : Lies Farida 

(1) Staf   : Zaenal Arifin 

9. Sumber Daya Kepegawaian/ SDM 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

pada Kelurahan Bandengan, diperlukan sumber daya manusia dan sarana/ 

perlengkapan kantor yang memadai baik kuantitas maupun kualitas. 

Selanjutnya data kepegawaian adalah sebagai berikut ; 

a.  Tingkat Pendidikan. 

Kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat 

dilihat dari jenjang pendidikan yang dimiliki atau pengalaman kerja. 

Jumlah pegawai pada Kelurahan Bandengan sebanyak 8 (delapan) orang 

dengan klasifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut : 

(1) Tingkat Pendidikan S1 sebanyak 3 (tiga) orang atau 42% 

(2) Tingkat Pendidikan SLTA  sebanyak 3 (tiga) orang atau 42% 

(3) Tingkat Pendidikan SD sebanyak 2 (dua) orang atau 16% 

b. Jumlah Pegawai dilihat dari Golongan Ruang 

(1) Golongan ruang III/ d      = 1 orang 

(2) Golongan ruang III/c       = 2 orang 

(3) Golongan ruang III/ b     = 1 orang 

(4) Golongan ruang II/b  = 1 orang 

(5) Golongan ruang II/d  = 1 orang 

(6) Non golongan / PTT        = 2 orang 
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10. Kegiatan kelurahan Bandengan 

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 

atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 

suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan SDM, barang 

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari 

beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut. Suatu kegiatan dikatakan 

ideal apabila kegiatan tersebut sejalan atau seirama dengan isu-isu strategis 

(permasalahan) yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Selanjutnya program-program utama yang sudah dirumuskan pada 

bab sebelumnya akan  diperinci dalam beberapa kegiatan sesuai rencana 

kerja tahunan Kelurahan Bandengan sebagai berikut : 

a. Kegiatan Sekretariat Kelurahan dan Seksi Kesejahteraan Sosial: 

1) Kegiatan pengadaan sarana prasarana kearsipan Kelurahan 

Bandengan  

2) Kegiatan sosialisasi tentang keberadaan Perpustakaan Kelurahan 

Bandengan 

3) Kegiatan penyediaan sarana prasarana jasa surat menyurat. 

4) Kegiatan sosialisasi tentang pendidikan non formal . 

5) Kegiatan pelatihan keterampilan bagi anak-anak putus sekolah. 

b. Kegiatan Seksi Pemerintahan : 

1) Kegiatan Sosialisasi dan pembinaan Pembuatan KTP, KK, Akte 

Kelahiran.  
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2) Kegiatan Bimbingan Teknis tentang buku-buku administrasi RT-

RW.  

3) Kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat tentang penarikan PBB. 

4) Kegiatan sosialisasi perundang- undangan yang berlaku. 

c. Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban : 

Kegiatan pembentukan regu atau satuan keamanan lingkungan  

(Siskamling) di masing-masing RT. 

d. Kegiatan Seksi Pembangunan : 

1) Kegiatan Sosialisasi dan pembinaan kepada kader-kader 

pembangunan Kelurahan. 

2) Kegiatan Sosialisasi dan pembinaan Kelompok Tani. 

3) Kegiatan Sosialisasi dan pembinaan penanganan persampahan. 

4)  Kegiatan Sosialisasi dan pembinaan  masyarakat tentang program 

Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

5) Kegiatan melaksanakan Musrenbang tiap awal tahun. 

11. Kinerja pelayanan Kelurahan Bandengan 

Pemerintah kelurahan dalam tugas pokok dan fungsinya merupakan 

pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan kecamatan, dalam tugas dan 

fungsinya melakukan pelayanan terhadap masyarakat dan  pembinaan 

peraturan/ keputusan pemerintah kepada lembaga yang ada di tingkat 

pemerintahan Kelurahan, gambaran pelaksanaan pembinaan lembaga yang 

ada di tingkat Kelurahan bertujuan agar masyarakat memahami aturan–

aturan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, sehingga 
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stabilitas keamanan bisa terjaga, menumbuh kembangkan rasa solidaritas 

antar warga yang berhasil guna dan tepat guna dalam pelaksanaan 

pembangunan fisik dan spiritualnya. 

Selain tugas pelayanan tersebut pemerintah kelurahan juga 

melakukan koordinasi dengan Lembaga Ketahanan Desa (LKMD) dan 

Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW) untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi, sehingga dalam menjalankan pelaksanaan 

pemerintahan kelurahan sesuai apa yang dikehendaki oleh lembaga yang 

ada di Kelurahan dan masyarakat. Pelayanan Pemerintah Kelurahan yang 

sudah dilaksanakan selama ini dan berjalan secara rutin antara lain : 

a. Memberikan pelayanan surat  legalisasi bidang ke pendudukan (membuat 

KTP, Pindah Penduduk, Surat Kelahiran dan Surat Kematian, Kartu 

Keluarga, Akte Kelahiran, SKCK, Nikah, Cerai/Talak, TKI, Surat 

Keterangan Miskin/ Tidak Mampu, dsb). 

b. Memberikan pelayanan surat  legalisasi permohonan ijin usaha 

(INB,SIUP, HO, ITU, TDP, dsb). 

c. Membantu pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pilpres, Pilgub dan Pilbup. 

d. Memberikan pelayanan  surat  legalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat 

Miskin (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Daerah 

(Jamkesda), Memfasilitasi Penyaluran Raskin, Memfasilitasi pelaksanaan 

Posyadu Balita dan Lansia, dan penyuluhan KB (kerja sama dengan 

Puskesmas) serta Memfasilitasi   kegiatan PKK ditingkat RT/RW dan 
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Kelurahan, pembinaan karang taruna, Memfasilitasi pemungutan PMI 

dsb. 

e. Membantu Pemerintah Kabupaten Kendal dalam upaya pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

f. Mengkoordinir dan Memfasilitasi terhadap anggota Linmas Kelurahan 

dalam membantu aparat menjaga kamtibmas Kelurahan Bandengan. 

g. Membantu memfasilitasi pembinaan kerukunan warga. 

h. Membantu penyaluran bantuan kepada  warga akibat bencana alam. 

i. Memfasilitasi pelayanan Sertifikat Massal Swadaya (SMS), mutasi, 

pemecahan, balik nama SPPT-PBB dsb di bidang pertanahan dan 

Memfasilitasi sengketa tanah antar warga. 

j. Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan 

pembangunan fisik di lingkungan RT/RW dari Kantor Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Dana Bantuan Penyelenggaraan 

Pembangunan Kelurahan (DBPPK). 

k. Mendukung dan mengoptimalkan keberadaan kelompok tani yang ada di 

Kelurahan Bandengan dalam mendukung program pemerintah tentang 

swasembada pangan. 

l. Berupaya meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan 

melalui berbagai usaha dengan bekerja sama dengan berbagai pihak 

terkait. 
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12. Perencanaan Program dan Indikator Kinerja Kelurahan Bandengan 

tahun 2015-2020 

a. Program 

Bagian mendasar yang sangat penting dalam Renstra adalah 

program. Sebab jika tidak ada program maka sasaran dan tujuan yang 

dinginkan tentu saja sulit terwujud. Pada hakikatnya program 

merupakan suatu instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa 

kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu SKPD untuk mencapai sasaran 

dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi dana/anggaran atau kegiatan 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda (UU Nomor 25 tahun 

2004 dan PP Nomor 8 Tahun 2008). Suatu program dikatakan ideal 

apabila dirumuskan sejalan atau sinkron dengan isu-isu strategis yang 

ada di lingkungan Kelurahan Bandengan. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses penyusunan 

rencana strategis Kelurahan Bandengan tahun 2015-2020 telah diperoleh 

rencana program pembangunan yang didasari kebutuhan masyarakat 

selama lima tahun ke depan yang dijabarkan ke dalam program-program 

tahunan secara terperinci sebagai berikut : 

1) Program pembinaan kelompok masyarakat nelayan. 

a) Musim paceklik pendapatan nelayan menurun 

b) Banjir mengakibatkan petani tambak mengalami kerugian 

2) Program pengadaan sarana dan prasarana perikanan. 

a) Pembangunan jalan menuju area pertambakan 
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b) Pembangunan Mercusuar 

c) Pembangunan senderan DAM Asinan 

d) Pengerukan pendangkalan aliran sungai 

e) Pengerukan muara dan dermaga 

f) Peralatan perbaikan perahu yang memadai 

3) Program Pengembangan kawasan pantai. 

a) Penanaman pohon mangrove 

b) Pembuatan rumpon ikan 

4) Program Penyediaan budidaya perikanan 

a) Budidaya ikan gurami 

b) Budidaya ikan lele 

c) Pelatihan pengolahan hasil perikanan 

d) Pelatihan budidaya ikan 

e) Pembinaan pemuda nelayan yang tangguh 

b. Indikator Kinerja 

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah 

dirumuskan, maka indikator kinerja program dan indikator kinerja 

kegiatan Kelurahan Bandengan sebagai desa pesisir dalam jangka waktu 

2015-2020 sebagai berikut.
90

 : 
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Tabel 1. 

 Indikator Kinerja  Program dan  Indikator Kinerja  Kegiatan 

Program 
Indikator Kinerja 

Program 
Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Kegiatan 

1 2 3 4 

Program 

Pembinaan 

Kelompok 

masyarakat 

nelayan 

 

Terbinanya peran 

serta masyarakat 

nelayan dalam 

meningkatkan 

pendapatan 

Kegiatan 

Sosialisasi dan 

pembinaan 

kepada 

kelompok 

nelayan 

Kelurahan. 

 

Meningkatnya 

kesadaran 

masyarakat 

nelayan  untuk 

berperan serta 

dalam 

peningkatan 

pendapatan 

Program 

pembangun

an sarana 

dan 

prasarana 

perikanan 

Tersedianya 

sarana prasarana 

dan prasarana 

perikanan yang 

memadai 

 

Kegiatan 

pengadaan 

sarana prasarana 

perikanan yang 

baik 

Penataan 

sarana dan 

prasarana 

perikanan 

Program 

pengemban

gan 

kawasan 

pantai 

Tersedianya 

kawasan pantai 

yang hijau dan 

asri 

 

Kegiatan 

penanaman 

pohon bakau di 

pesisir pantai 

Penataan 

kawasan pantai 

Program 

penyediaan 

budidaya 

perikanan 

Tersedianya bibit 

dan pakan ikan 

yang berkualitas 

Kegiatan 

budidaya 

berbagai macam 

ikan 

Pemeliharaan 

ikan secara 

intensif 
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B. Praktik welutan di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, 

Kabupaten Kendal 

1. Pelaksanaan praktik welutan 

Belut adalah sekelompok ikan berbentuk mirip ular yang termasuk 

dalam  suku Synbranchidae. Suku ini terdari dari empat genera dengan total 

20 jenis. Jenis-jenisnya banyak belum diberikan dengan lengkap angka-

angka itu dapat berubah. Anggotanya bersifat pantropis (ditemukan di 

semua daerah tropis). 

Belut berbeda dengan sidat, yang sering dipertukarkan. Ikan ini 

boleh dikatakan tidak memiliki sirip, kecuali sirip ekor yang juga tereduksi, 

sementara sidat memiliki sirip yang jelas. Ciri khas belut yang lain adalah 

tidak bersisik (atau hanya sedikit), dapat bernafas dari udara, bukan insang 

sempit, tidak memiliki kantong renang dan tulang rusuk. 

Ukuran belut bervariasi. Monopterus indicus hanya berukuran 8,5 

cm, sementara belut marmer synbranchus  marmoratus di ketahui dapat 

mencapai 1,5m. Belut sawah sendiri, yang biasa di jumpai di sawah dan 

dijual untuk dimakan, dapat mencapai panjang sekitar 1 m (dalam bahasa 

Betawi di sebut moa) 

Kebanyakan belut tidak suka berenang dan lebih suka bersembunyi 

di dalam lumpur. Semua belut pemangsa. Daftar mangsanya  biasanya 

hewan-hewan kecil di rawa atau sungai, seperti ikan, katak, serangga, serta 

krutasea kecil. 
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Manfaat belut adalah sebagai sumber protein hewani, pemenuhan 

kebutuhan makanan sehari-hari dan sebagai penambah obat darah.
91

 

Belut sawah dikenal sebagai hama tanaman padi di sawah. 

Sedangkan belut tambak dikenal pula sebagai hama pada lahan tambak 

karena memakan udang atau bibit ikan yang dikembangbiakkan di tambak. 

Walaupun belut menjadi hama pada lahan tambak, disisi lain belut 

mempunyai nilai ekonomi. Sehingga para petani tambak di Kelurahan 

Bandengan memperoleh penghasilan tambahan dari penjualan belut.  

Sebelum para pembeli atau pencari belut melaksanakan jual beli 

belut, mereka berkumpul bersama sesama para pencari belut sekitar yaitu 

10 sampai 30 orang untuk menentukan informasi objek tempat tambak 

bandeng atau udang yang sudah selesai dipanen. Setelah itu para pencari 

belut menuju tempat objek tambak tersebut dan perwakilan salah satu dari 

pencari belut untuk melakukan transaksi antara petani tambak dan pencari 

belut terkait diperbolehkan atau tidak melaksanakan jual beli tersebut .  

Praktik jual beli yang dilaksanakan di Kelurahan Bandengan 

merupakan salah satu jual beli yang menggunakan sistem borongan yang 

objeknya adalah belut yang masih di dalam tambak. 

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik welutan 

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, mendorong 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam segala hal. Manusia 

tidak akan mampu melakukan segala hal yang mereka butuhkan tanpa 
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bantuan dari orang lain terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari. Seperti adanya praktek welutan di Kelurahan Bandengan merupakan 

bentuk upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. 

Faktor yang melatar belakangi penjual melakukan praktik welutan 

adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan karena belut tersebut 

tidak diternak, tidak ada pembibitan dan pemeliharaan, melainkan 

berkembang biak dengan sendirinya.
92

 Serta belut merupakan hama bagi 

para petani bandeng dan udang yang diternak di tambak.
93

 

Faktor yang melatarbelakangi pembeli melakukan praktik welutan 

adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena profesi pencari belut 

sudah dilakukan sudah lama dan menjadi kebiasaan.
94

, serta membantu 

para petani tambak untuk mengurangi hama yang ada di tambak.
95

 

3. Orang yang melakukan akad dalam praktik welutan 

Dalam praktik welutan yang terjadi di Kelurahan Bandengan baik 

petani tambak sebagai penjual maupun pencari belut sebagai pembeli 

adalah orang yang dewasa rata-rata berumur 30-70 tahun, sadar dan sehat 

akalnya. Tidak ditemukan anak dibawah umur atau orang yang tidak 

berakal dalam praktek tersebut. Kemudian penjual dan pembeli dalam 

melakukan jual beli tidak dalam keadaan dipaksa, mereka juga orang yang 

beragama Islam. 
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4. Akad dalam praktik welutan 

Cara praktik welutan tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan jual 

beli pada umumnya. Ijab dan qabul dinyatakan secara lisan dengan 

menggunakan kata-kata terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah 

pihak. Adapun ijab qabul dalam jual beli tersebut, sebagai berikut: pencari 

belut: “pak, tambake kulo welutane karo rego kaleh doso wong ping sedoso 

ewu yaiku kaleh atus ewu rupiah, pripun pak ?” (Pak, tambaknya saya 

weluti dengan harga dua puluh orang dikali sepuluh ribu sama dengan dua 

ratus ribu rupiah). Petani: “Yo, kulo trimo tambake di weluti karo rego 

semono” (ya, saya terima tambaknya di weluti dengan harga tersebut). Pada 

saat transaksi keduanya bertemu langsung dalam satu majlis dan keduanya 

sama-sama membicarakan transaksi welutan. Dalam praktik welutan yang 

terjadi di Kelurahan Bandengan ini tidak ada perjanjian secara tertulis 

hanya menggunakan akad saling percaya antara penjual dan pembeli. 

Di sini penjual (petani tambak) dan pembeli (pencari belut) 

menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh 

masyarakat pada umumnya. Praktik jual beli belut dengan sistem borongan 

di sebut Welutan, dan pelaksanaan setelah panen bandeng atau udang.
96

 

Maka dalam hal ini sudah terjadilah kesepakatan atau perjanjian 

yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Setelah terjadinya kesepakatan 

kemudian pembeli memberikan uang di awal kepada petani tambak 

sebelum melaksanakan pencarian belut. 
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5. Penyerahan barang dalam praktik welutan 

Adapun kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kelurahan Bandengan 

setelah terjadinya kesepakatan jual beli, belut yang belum diketahui sudah 

menjadi milik pembeli. 

Dengan penyerahan barang tersebut, maka perjanjian yang diadakan 

kedua pihak sudah berakhir. Dengan demikian masing-masing pihak sudah 

tidak ada ikatan lagi dengan penyerahan barang tersebut maka berakhir 

pula semuanya. Dan biasanya mereka akan membuat perjanjian atau 

transaksi baru pada waktu yang lain. 

6. Penetapan harga dan pembayaran dalam praktik welutan 

Penetapan harga belut tergantung pada kesepakatan orang yang 

melakukan transaksi antara penjual dan pembeli terjadi tawar menawar. 

Untuk menentukan harga tersebut, harga jual beli belut ditetapkan 

berdasarkan kalkulasi harga jual pada  musim sebelumnya. Harga yang 

dimaksud di sini adalah harga secara borongan (tebasan). Biasanya pembeli 

melihat tambak dengan cara menanyakan luas tambak, kondisi tambak 

yang sebelumnya tidak di obati racun pembunuh hama dan jumlah pembeli 

atau pencari belut untuk melakukan penawaran kepada petani tambak 

sebagai penjual.  

Dalam menetapkan harga biasanya pembeli sudah memperkirakan 

hasil belut yang akan diperoleh dikali dengan harga belut, dikurangi biaya 

iuran untuk mencari belut dan dikurangi biaya operasional (transportasi dan 

konsumsi), seperti: 2 kg belut x Rp 40.000 – Rp 20.000 = Rp 60.000 . 
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Kemudian pembeli mengajukan kepada penjual dan apabila penjual setuju 

maka terjadilah kesepakatan harga yang telah ditentukan kedua belah 

pihak. Semakin banyak pencari belut maka semakin banyak pula jumlah 

yang uang akan diterima oleh petani tambak . 

Pembayaran dan penetapan harga dalam jual beli belut dilaksanakan 

awal transaksi dengan sistem Mesi, yaitu pembayaran yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan uang dari iuran para pencari belut yang 

kemudian diserahkan kepada petani tambak sebelum mencari belut.
97

 

Berikut ini adalah beberapa transaksi welutan di Kelurahan 

Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal  yaitu: 

No  Penjual/ Pemilik 

tambak 

Luas Pembeli/ 

Penjual Belut 

Jumlah 

pembayaran 

1 Miskan 2 Ha 25 25 x Rp 5000 = 

Rp 125000 

2 Slamet Sutejo 1,5 Ha 17 15 x Rp 7000 = 

Rp 119000 

3 Nur Rohim 2 Ha 25 25 x Rp 5000 = 

Rp 125000 

4 Achmad Muzaid 2 Ha 22 22 x Rp 7000 = 

Rp 154000 

5 H. Muda‟i 2,5 Ha 30 30 x Rp 5000 = 

Rp 150000 

6 Muchdori 2 Ha 25 25 x Rp 5000 

= Rp 125000 

7 Sholikhin 2 Ha 20 20 x  Rp 10000 

= Rp 20000 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK WELUTAN  

DI KELURAHAN BANDENGAN KECAMATAN KENDAL, KABUPATEN 

KENDAL 

 

A. Analisis terhadap praktik welutan di Kelurahan Bandengan, Kecamatan 

Kendal, Kabupaten Kendal 

Kelurahan Bandengan merupakan salah satu Kelurahan, Kecamatan 

Kendal, Kabupaten Kendal dengan jumlah Penduduk 5.260 jiwa, sebagai 

kelurahan pesisir dengan ditunjang akses melaut maka sebagian mata 

pencaharian penduduknya adalah nelayan dan berupa area persawahan, 

perkebunan rakyat dan perkampungan serta pertambakan seluas 40 Ha 

menunjang perekonomian masyarakat Bandengan. 

Dengan adanya penduduk Kelurahan Bandengan yang berprofesi 

sebagai petani tambak, maka terdapat transaksi jual beli yang terjadi di 

Kelurahan Bandengan tersebut. Salah satu jenis transaksi jual beli yang ada 

adalah transaksi jual beli belut dengan sistem borongan yang disebut welutan. 

 Jual beli memiliki aturan-aturan dan mekanisme yang bersumber dari 

hukum Islam ataupun kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk 

membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Karena 

nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya 

melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan  takaran 

serta manipulasi dalam kualitas barang. Sehingga, jika tidak ada aturan-aturan 

di dalamnya, maka tidak akan ada yang mengontrol perilaku manusia tersebut. 

77 
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Sehingga, sendi-sendi perekonomian di masyarakat akan rusak dan terjadilah 

perselisihan dan pertengkaran di mana-mana.
98

 

Aturan-aturan dan tata cara jual beli dalam Islam mewajibkan bagi 

umatnya dalam melakukan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual 

beli. Seperti yang penulis sudah jelaskan di bab sebelumnya bahwa rukun jual 

beli yaitu: 

1. Ada orang yang berakad atau al muta‟aqidain (penjual dan pembeli) 

2. Ada sighat atau akad (ijab dan qabul) 

3. Ada barang yang di beli atau ma‟qud „alaih 

4. Ada nilai tukar pengganti barang.
99

 

Sedangkan syarat jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yaitu: 

1. Syarat orang yang berakad atau al muta‟aqidain  (penjual dan pembeli) 

Orang yang melakukan akad adalah baligh berakal agar tidak 

mudah di tipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh 

sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta dan beragama Islam 

syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, 

misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam 

kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan 

pembeli tersebut akan merendahkan abid  yang beragama Islam.
100

 

Dalam praktik welutan yang terjadi di Kelurahan Bandengan baik 

petani tambak sebagai penjual dan pemborong sebagai pembeli atau 

pencari belut adalah orang baligh berakal yang dewasa, sadar agar tidak 
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mudah ditipu dan pandai mengendalikan harta dan mereka juga 

merupakan orang yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan tidak 

akan merendahkan sesama beragama Islam. 

2. Syarat sighat atau akad (ijab dan qabul) 

Syarat-syarat sah ijab qabul ialah sebagai berikut: 

a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah 

penjual menyatakan ijab dan sebaliknya. 

b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul. 

c. Beragama Islam, syarat ini khusus  untuk pembeli saja dalam benda-

benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang 

beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab 

besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid  yang 

beragama Islam.
101

 

Pelaksanaan ijab qabul yang dilakukan masyarakat Kelurahan 

Bandengan, antara penjual dan pembeli yang melakukan akad ketika 

mengucapkan shighat harus disertai dengan niat, ijab qabul tidak ada yang 

memisahkan, pembeli tidak diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan 

sebaliknya. Oleh pernyataan lain, tidak berubah lafadz, bersesuaian antara 

ijab dan qabul secara sempurna, tidak dikaitkan dengan sesuatu kata-kata 

yang tidak ada dalam akad mereka juga merupakan orang yang beragama 

Islam, sebab besar kemungkinan tidak akan merendahkan sesama 

beragama Islam. 
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Jika melihat keterangan di atas bahwasanya memang pada saat ijab 

qabul dilakukan dalam satu majelis dan hal itu sudah sesuai dengan aturan 

hukum Islam,  

3. Syarat barang yang di beli atau ma‟qud „alaih 

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah 

a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual 

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.  

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, 

bangkai, khamar, dan darah tidak sah sebagai objek jual beli, karena 

dalam pandangan syara‟ benda-benda seperti itu tidak bermanfaat 

bagi muslim.  

c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak 

boleh diperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena 

ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.  

d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang 

disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. 

Keadaan  barang dalam kaitan dengan praktik welutan di 

Kelurahan Bandengan tidak ada di tempat melainkan masih berada di 

dalam air, karena pihak pembeli sudah menaksir bahwa tambak tersebut 

ada belutnya dan petani tambak juga menjelaskan tentang kondisi tambak 

belum pernah dilakukan pencarian belut pada masa setelah panen 

bandeng atau udang. Dengan demikian dari segi syarat terhadap keadaan 
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barang yang diperjualbelikan harus telah terpenuhi dan tidak ada 

masalah.  

Sedangkan kaitannya dengan syarat terhadap barang yang 

diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan dalam hal ini bahwa belut 

adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, karena barang yang 

diperjualbelikan adalah berupa belut sehingga tidak tergolong benda- 

benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan seperti khamar 

dan darah tidak sah sebagai objek jual beli, karena dalam pandangan 

syara‟ benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim. Dengan 

demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan tidak ada 

masalah. 

Belut merupakan salah satu sumber lauk-pauk yang dipercaya 

memiliki kandungan protein tinggi. Selama ini pemanfaatan ikan belut 

biasanya dikonsumsi langsung sebagai bahan makanan dalam berbagai 

bentuk hidangan. Daging belut sendiri mempunyai nilai gizi yang baik 

untuk tubuh. Dalam 100 gram daging belut, terkandung protein 14%, 

lemak 27%, zat besi 2,0 mg. 

Di daerah Jawa belut sering diolah lagi menjadi makanan ringan 

keripik belut. Biasanya untuk keripik belut digunakan belut berukuran 

kecil.
102

 Sedangkan belut yang dihasilkan oleh pencari belut di 

Kelurahan Bandengan sebelum dijual kepada tengkulak sebagian dari 

mereka diasapi terlebih dahulu menjadi belut asap serta ada yang 
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langsung dijual tanpa diasapi bahkan ada juga untuk di konsumsi 

sendiri.
103

 Oleh karena itu dalam hal syarat yang diperjualbelikan harus 

bermanfaat tidak ada masalah. 

Mengenai syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang 

dijadikan obyek jual beli adalah milik seseorang yang melakukan akad, 

dalam hal ini tidak ada masalah karena belut  yang dijadikan sebagai 

ma‟qud „alaih ini memang milik petani tambak karena berkembang 

biak di tambak tersebut. Jadi petani tambak merupakan orang yang 

mempunyai kuasa dan kewenangan untuk menjual belut tersebut. 

Dengan demikian mengenai syarat bahwa pihak yang berakad memiliki 

wilayah atau kekuasaan atas barang atau harga tersebut tidak ada 

masalah. 

Adapun kaitannya dengan syarat barang diserahkan saat akad 

berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi 

berlangsung. Dalam praktik welutan di Kelurahan Bandengan ini 

memang pada saat terjadinya perjanjian jual beli ini belut yang 

dijadikan objek jual beli belum dapat diserahkan karena belut masih di 

dalam tambak, jadi belum dapat diserahkan saat terjadi akad dan objek 

belut belum dapat terlihat, akan tetapi belut tersebut dapat diserahkan 

pada saat setelah panen bandeng dan udang pihak pembeli melakukan 

pencarian belut. Jadi, mengenai syarat bahwa ma‟qud „alaih dapat 

diserahterimakan tidak ada masalah. 
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4. Syarat nilai tukar pengganti barang 

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman 

sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, Ulama fiqih 

membedakan antara as-tsamn ( ّثَّهَنُ ا   ) dan as-si‟r ( ّسِّاْرا ََ ) 

Menurut mereka as-tsamn adalah harga pasar yang berlaku di 

tengah-tengah masyarakat, sedangkan as-si‟r adalah modal barang yang 

seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.  

 Ulama fiqih mengemukakan syarat as-tsamn sebagai berikut: 

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 

b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara 

hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila 

barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya 

pun harus jelas waktunya. 

c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter ( ةْ اَّْهُقَيَّدَ  ), maka barang 

yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara‟ 

seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai 

menurut syara‟.
104

 

Praktik welutan di Kelurahan Bandengan antara penjual dan 

pembeli pada saat melakukan transaksi ada kesepakatan antara kedua 

belah pihak mengenai harga barang yang diperjualbelikan, pencari belut 

sebagai pembeli memberikan harga kepada petani tambak sebagai penjual 
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untuk mendapatkan kesepakatan harga. Dan  Pembayaran dalam jual beli 

belut dilaksanakan awal transaksi dengan sistem Mesi, yaitu pembayaran 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan uang dari iuran para pencari 

belut yang kemudian diserahkan kepada petani tambak sebagai 

diperbolehkannya pencarian belut.
105

 

Kemudian mengenai syarat nilai tukar yang harus dipenuhi dalam 

praktik welutan yaitu diserahkan pada saat transaksi tentang kepastian 

harga dan pembayarannya. Pada praktik ini pembeli mendapatkan barang 

yang dijadikan nilai tukar yaitu pencarian belut ketika setelah panen 

bandeng atau udang di tambak tersebut. Dalam hal ini mengenai nilai tukar 

dalam jual beli tersebut tidak ada masalah. 

Praktik welutan di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, 

Kabupaten Kendal ini pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat jual 

beli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

B. Analisis hukum Islam terhadap praktik welutan di Kelurahan 

Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. 

Fitrah manusia sebagai makhluk berfikir dan makluk berbudaya 

sekaligus diberikan mandat oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi. Sebagai 

bentuk tanggungjawab-Nya, Allah memberikan dua alat untuk membimbing 

manusia dalam menentukan kebenaran. Dua alat yang dimaksud adalah akal 

dan wahyu. Keduanya diharapkan dapat saling membahu sesuai dengan peran 

masing-masing secara proposional. 
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Akal dengan segala keterbatasan kemampuannya untuk menalar adalah 

kelebihan yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Alquran 

banyak menyerukan kepada manusia untuk berpikir. Sebagai khalifah di bumi, 

manusia diberi kebebasan menggunakan akal pikirnya untuk memakmurkan 

kehidupan, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang berpikir, 

merasa, bersikap, dan bertindak, dan berkecenderungan kepada mencari 

kebenaran.
106

 

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan 

dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan 

manusia sangat beragam sehingga kadang-kadang secara pribadi ia tidak 

mampu memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam 

hubungan satu manusia dengan manusia yang lain untuk memenuhi 

kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban 

keduanya berdasarkan kesepakatan. 

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai 

perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan 

(hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut 

diwujudkan dalam bentuk aturan hukum.
107

 

Hukum Islam mengatur hubungan manusia secara menyeluruh, 

mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur 
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dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam 

bidang mu‟amalah.
108

 

 الأصْلُ فِ اَّهاَا نَلَةِ الِباَحَةُ إِلََّ أْ  دَدُلَّ دَّيِْلٌ عَلَى حَْْرِِهَِا
 

Artinya: hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh di 

lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

 

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap mu‟amalah dan transaksi, pada 

dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama 

(mudhrabah atau musyarakah), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-

tegas diharamkan seperti mengakibatkan ke mudharatan, tipuan, judi, dan 

riba.
109

 

Ulama muslim sepakat (Ijma‟) atas kebolehan akad jual beli. Ijma‟ ini 

memberikan hikmah bahwa kebutuhan  manusia berhubungan dengan sesuatu 

yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak 

akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus 

diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk 

merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya 

manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.
110

 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa diantara syarat sahnya jual beli 

bahwa objek jual beli itu harus diketahui. Maka materi objek ukuran dan 

kriteria harus diketahui. Sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada 

pengetahuan tentang ukuran, namun demikian jual beli ini termasuk yang 
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dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia 

amat membutuhkannya.
111

 

Diantara dalil disyariatkannya jual beli ini adalah hadits Ibnu Umar 

RA bahwa ia menceritakan, 

هُهَا قاَلَ: كُنَّا نَشْ  َّاَاَ  نِنَ اّركْكْاَاِ  جِزاَفاًفَ نَ هَاناَ عَنِ بْنِ عُهَرَ رَضِيَ اللهُ عَن ْ تَِي اّ
قُلَوُ نِنْ نَكَانوِِ  اَوُ حَتََّّ نَ ن ْ  رَسُوْلُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَ سَلَّمَ أَْ  ناَِي ْ

 

Artinya : Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para 

sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah 

melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari 

tempat belinya.” (HR. Muslim: 1527).
112

 

 

Dalam Hadits ini terdapat indikasi bahwa para sahabat sudah terbiasa 

melakukan jual beli spekulatif, sehingga hal itu menunjukkan bahwa jual beli 

semacam itu diperbolehkan. 

Akad borongan menurut ulama Maliki diperbolehkan jika barang 

tersebut bisa ditakar, ditimbang atau secara borongan tanpa ditimbang, ditakar 

atau dihitung lagi, namun dengan beberapa syarat yang dijelaskan secara rinci 

oleh kalangan ulama Maliki Alquran menganggap penting persoalan ini 

sebagai salah satu bagian dari muamalah, seperti firman Allah dalam surat 

Alisra‟ ayat 35: 

َٰٓم َٰٓٱعَاسَِٰٓلِس َٰٓم َٰٓٱوَزِهوُآَْٰبََِٰٰٓٓتُ َٰٓلََٰٓإِذَآَٰكُِ َٰٓكَي َٰٓم َٰٓٱفوُآَْٰوَأوَ َٰٓ رَٰٓذَ ََٰٰٓٓتَلِيِمَٰٓمُس   َٰٓخَي  َٰٓسَنَُٰٓتأَ َٰٓوَأحَ ََٰٰٓٓلَِِ   ٥٣َٰٓوِيلم
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Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 

timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Alisra‟: 35).
113 

 

Adapun beberapa syarat dalam jual beli spekulatif, menurut para ahli 

fiqih Maliki di antaranya: 

1. Barang yang diperjualbelikan dilihat langsung pada saat terjadinya akad 

dengan catatan tidak menyebabkan rusaknya barang tersebut. 

2. Baik pembeli atau penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. 

Kalau salah seorang diantaranya mengetahui, jual beli itu tidak sah. 

3. Jumlah barang dagangan tidak dalam jumlah besar sehingga sulit untuk 

diprediksikan. Atau sebaliknya,  terlalu sedikit sekali sehingga terlalu 

mudah untuk dihitung, jadi penjualan spekulatif ini menjadi tidak ada 

gunanya.   

4. Tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi 

unsur kecurangan dalam spekulasi. 

5. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperjualbelikan jumlah 

atau ukurannya ketika terjadi akad.
114

 

Dengan beberapa persyaratan tersebut, jika seseorang akan melakukan  

juzaf dia tetap terhindar dari unsur spekulatif atau gharar, baik penjual dan 

pembeli dalam kepantasan ketika terjadi kesepakatan harga atas barang 

tersebut, tanpa ada yang merasa ditipu. Maka dalam pengertian tersebut, jual 
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beli juzaf yang dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu menjadi 

sesuatu yang diperbolehkan.
115

 

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, 

karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan mereka harus melakukan akad 

yaitu dengan cara  jual  beli.
116

 Sebagaimana firman Allah dalam surah Annisa  

ayat: 29 yang berbunyi: 

َٰٓٓ  َ َآَٰي ينََٰٓءَامَنوُآَْٰلَََٰٓتأَ َٰٓٱأَيُّه ِ َٰٓٓبَ َٰٓم َٰٓٱنكََُُٰٓبَِٰٓمكََُُٰٓبيَ َٰٓوَ َٰٓآَْٰأمَ َٰٓكُُُوَٰٓٓلَّذ َٰٓأنََٰٓتكَُونََٰٓتَِ ََٰٰٓٓعِلَِٰٓإِلَذ نكُُ مََٰٰٓٓرَةًَٰٓعَنَٰٓترََاض  وَلََََٰٰٓٓمِّ

ََٰٰٓٓآَْٰأهَفُسَكُُ مَٰٓتُلوَُٰٓٓتلَ َٰٓ َٰٓكَََٰٓٱإِنذ َ ٩٢آَٰرَحِيمََٰٰٓٓنََٰٓبِكُُ َٰٓللَّذ  
 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. Annisa‟: 29) .
117

 

 

Jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/ 

keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan dan sepanjang tidak 

bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariat. 

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam 

mu‟alamah yang dilakukan secara batil. Bahwa Allah SWT melarang kaum 

muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam 

konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi 

ekonomi yang bertentangan dengan syara‟, seperti halnya melakukan 

transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir/ 

judi), maupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya uncertainty/ 
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risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. 

Bahwa upaya untuk mendapat harta tersebut harus dilakukan dengan adanya 

kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan 

pembeli. Dalam transaksi jual beli tersebut harus terhindar dari unsur bunga, 

spekulatif ataupun mengandung unsur gharar di dalamnya. Bahwa dalam 

setiap transaksi yang dilaksanakan harus terdapat kerelaan bagi semua 

pihak.
118

 

Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. 

Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW. Bersabda.
119

: 

 لََ )  وسلم عليو الله صلى اَّلَّوِ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ  عنو الله رضي نَسْاُودٍ  ابِْنِ  وَعَنِ 
وَقْ فُوُ  اَّصَّوَابَ  أَ َّ  إِلََ  وَأَشَارَ , أَحَْْدُ  رَوَاهُ (   غَرَرٌ  فإَِنَّوُ ; اَّْهَاءِ  فِ  اَّسَّهَكَ  تَشْتَ رُوا  

 

Artinya: Dari Ibnu Mas‟ud. Ia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW. 

“Janganlah kamu beli ikan yang di dalam air karena ia itu gharar 

” (H.R Ahmad).
120

  

 

Dalam praktik welutan yang ada di dalam tambak yang terjadi di 

Kelurahan Bandengan mengandung gharar, karena belut yang ada di dalam 

tambak masih tidak jelas kadarnya. Cara mengetahui kadar belut yang ada di 

dalam tambak diketahui dengan menggunakan taksiran. Penjual dan pembeli 

merupakan orang yang sudah berpengalaman dalam menaksir. Jadi penaksiran 

ketetapan kadarnya objek barang sangatlah besar dan walaupun meleset, maka 

melesetnya hanya sedikit tidak akan jauh beda dari apa yang diperkirakan. 
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Penaksiran yang tidak tepat merupakan risiko yang ada dalam jual beli. 

risiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul kerugian yang 

disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu 

pihak.
121

 

Risiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang 

mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan obyek perjanjian jual beli) 

mengalami kerusakan, dan peristiwa tersebut tidak dikehendaki kedua belah 

pihak, berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa di luar jangkauan para 

pihak.
122

 

Yusuf Qardhawi juga mengatakan bahwa tidak semua yang tidak 

transparan dalam jual beli dilarang, sebab sebagian barang yang dijual tidak 

terlepas dari kesamaran. Misalnya orang membeli sebuah rumah tentu ia tidak 

mungkin bisa melihat secara detail fondasinya dan tidak melihat pula apa yang 

ada di tembok. Yang dilarang adalah kesamaran yang menipu, yang dapat 

menimbulkan permusuhan dan pertengkaran, atau menjadikan seseorang 

memakan harta orang lain secara batil. Bila kesamaran ringan (ukurannya 

adalah tradisi yang berlaku) maka jual belinya tidak diharamkan. Misalnya 

menjual jenis tumbuhan dalam tanah seperti: wortel, lobak, bawang merah dan 

sejenisnya. Juga menjual semangka serta yang sejenisnya yang masih di 

ladang, sebagaimana pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam 

bukunya Yusuf Qardhawi, ia memperbolehkan jual beli segala sesuatu yang 
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menjadi kebutuhan umum, dan tingkat kesamarannya relatif kecil tatkala 

dilakukan transaksi.
123

 

Menurut Imam Nawawi bahwa memang ada transaksi yang dianggap 

sah meskipun mengandung unsur ketidakjelasan, alasannya adalah kebutuhan 

mendorong diperbolehkannya ketidakjelasan tersebut, dan ketidakjelasan 

tersebut tidak dapat dihindari kecuali dengan menimbulkan kesulitan. Selain 

itu, kadar yang tak jelas tersebut haruslah sedikit, jika ini terjadi maka sah lah 

jual beli. Tapi jika tidak, maka jual beli dinyatakan batal.
124

 

Begitu juga dengan membeli belut yang masih di dalam tambak. 

Pembeli tidak mungkin bisa melihat belut. Meskipun pembeli tidak dapat 

melihat objek barang masih di dalam air, namun sudah dapat menaksir belut. 

Karena dengan menentukan kadar lama waktu pencarian belut yang 

bersamaan dengan panen bandeng atau udang di tambak dan kondisi tambak 

yang sebelumnya sudah pernah dilakukan pencarian belut serta belut tersebut 

merupakan hama bagi petani tambak. Melihat pembeli sudah dapat menaksir 

kadar belut di dalam tambak dan dapat memudahkan proses dalam 

bertransaksi. 

Kepemilikan belut yang ada di tambak adalah kepemilikan Attawallud 

min almamluk (berkembang biak). Melalui hasil/ buah dari harta yang telah 

dimiliki seseorang ada secara alami tidak diternak, tidak ada pembibitan dan 

pemeliharaan, melainkan berkembang biak dengan sendirinya di tambak 
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tersebut. Dan kepemilikan berpindah melalui suatu transaksi yang di lakukan 

antara pemilik tambak dan pembeli  

Dalam ketentuan jual beli juga terdapat Al-Khiyaar (hak memilih) 

adalah mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau  

membatalkan sebuah akad.
125

 Dalam jual beli menurut agama Islam 

dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan 

membatalkannya. Jika dilihat dalam hukum khiyaar, maka praktik welutan 

yang dilaksanakan di Kelurahan Bandengan tersebut tidak termasuk dalam 

khiyaar ru‟yah artinya dalam transaksi jual beli di mana pembeli belum 

melihat secara langsung obyek akad. Jika pembeli telah melihat obyek barang, 

maka ia memiliki hak untuk memilih meneruskan akad dengan harga yang 

disepakati atau menolak dan mengembalikan kepada penjual. Dalam konteks 

ini, Ulama membolehkan menjual barang yang gaib (tidak ada di tempat akad) 

tanpa menyebutkan spesifikasinya, dengan catatan pembeli memiliki hak 

khiyaar. Pembeli akan memiliki hak khiyaar ru‟yah dengan syarat-syarat 

sebagai berikut: 

1. Obyek akad harus berupa real asset („ain, dzat, barang) dan bisa di 

spesifikasi. Jika tidak, pembeli tidak memiliki hak khiyaar, seperti dalam 

transaksi valas. 

2. Pembeli belum pernah melihat obyek transaksi sebelum melakukan 

kontrak jual beli.
126
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   Karena dalam transaksi tersebut kesepakatan ditentukan di awal akad 

dengan harga yang sudah disepakati, maka pembeli tidak memiliki hak 

khiyaar  untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad tersebut. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa praktik welutan di Kelurahan 

Bandengan masih di praktikkan dan menjadi kebiasaan bertahun-tahun di 

Kelurahan Bandengan serta sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. „Urf 

atau tradisi adalah bentuk-bentuk mu‟amalah (hubungan kepentingan) yang 

telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung di tengah  masyarakat. 

Kebiasaan ini merupakan „urf fi‟li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam 

perbuatan dan „urf khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang 

di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di semua tempat dan 

di sembarang waktu. „Urf atau tradisi itu berlaku dan diterima orang banyak 

karena mengandung kemaslahatan. „Urf shahih yaitu adat yang berulang-

ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan oleh agama, 

sopan santun, dan budaya yang luhur. Tidak memakai tradisi seperti ini berarti 

menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil 

sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung 

mendukungnya. Mengenai kebiasaan ini, dalam praktik welutan di Kelurahan 

Bandengan pihak-pihak yang terkait mengaku saling rela dan ridha. 

At-tufi dalam mengemukakan konsep maslahah dinilai banyak ulama 

progressif-refolusioner. Bertolak dari maqasid at-tasyri‟ yang menegaskan 

bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara 

kemaslahatan umat manusia, maka At-tufi mengartikan maslahah sebagai 
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suatu sebab yang membawa dan melahirkan kebaikan dan manfaat yang 

sejalan dengan tujuan syar‟i baik yang berkaitan dengan ibadah maupun 

muamalah, arti demikian berati maslahah sebagai suatu upaya hukum untuk 

mendatangkan sesuatu yang bermanfaat, serta menghindarkan diri dari sesuatu 

yang madarat baik konfirmasi dengan nash maupun tanpa perlu konfirmasi  

nash.  Tolak ukur manfaat dan madarat yang bertumpu pada maksud syara‟, 

bisa saja tujuan untuk menegakkan kemanfaatan dan kebaikan manusia di 

tetapkan berdasarkan hukum adat. 

Dalam pada itu maslahah bukan hanya sebagi sumber hukum bagi 

kasus yang tidak ada nashnya, melainkan maslahah juga didahulukan atas 

nash dan ijma‟. 

Bangunan konsep maslahah At-tufi semacam ini didasarkan atas empat 

hal: 

1. Akal semata tanpa harus melalui konfirmasi wahyu dapat mengetahui 

kebaikan dan keburukan (Istiqlal „uqul bi idrak al-masalil wa al-mafasid) 

2. Maslahah sebagai dalil syar‟i, kehujahannya tidak memerlukan konfirmasi 

nash (Al-maslahah dalilun syar‟iyyun mustaqillun an-nusus) 

3. Maslahah sebagai dalil syar‟i dalam bidang muamalah dan adat istiadat 

bukan dalam ibadat dan muqaddarat (Majal al-amal bi al-maslahah huwa 

al-mua‟amalah wa al-„adah duna al-ibadah wa al-muqaddarah) 
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4. Maslahah itu merupakan dalil syar‟i yang terkuat (Al-maslahah aqwa 

adillah asy-syar‟i).
127

 

Menurut penulis praktik welutan yang ada di Kelurahan Bandengan, 

Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal ini hukumnya diperbolehkan karena 

sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli. Jual beli tersebut tidak 

termasuk dalam jual beli gharar, karena orang yang sudah berpengalaman dan 

orang yang ahli dalam praktik welutan tersebut, sehingga penaksiran mereka 

selalu benar dan jarang sekali salah. Kalaupun ada ketidakjelasan, biasanya 

bisa ditoleransi karena kesamarannya relatif ringan. Jual beli tersebut juga 

sudah menjadi kebiasaan penduduk Kelurahan Bandengan yang selalu 

berjalan dan tidak pernah ada masalah baik sebelum dilakukannya 

kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan. 

Jual beli tersebut sangat dibutuhkan manusia, terutama orang yang ahli 

dalam mencari belut terkait sebagai profesi untuk kebutuhan kelangsungan 

hidup sehari-hari dan pemilik tambak, yang akan sangat menyulitkan sekali 

kalau diharuskan mencari sendiri karena tidak ahli dalam mencari belut dan 

apabila di obati  racun pembunuh hama maka akan mengakibatkan kerusakan 

tanah dan berkurangnya tingkat kesuburan tanah di tambak. Oleh karena itu, 

kalau diharamkan, maka akan sangat memberatkan. Padahal Allah SWT telah 

mencabut sesuatu yang berat dari syariat ini. Sebagaimana firman Allah SWT 

dalam surat Alhajj ayat 78: 
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َِٰٓ َٰٓوَجَ  َٰٓيِ َٰٓجَِادِهَِٰٓٱدُواْ َٰٓحَقذ ِ َٰٓمِن َٰٓٱ يََِٰٰٓٓكُُ َٰٓعلَيَ َٰٓ وَمَاجَعَلََٰٓكُ َٰٓتبََى َٰٓج َٰٓٱىُوَََٰٰٓٓۦمَٰٓللَّذ ينِ َٰٓأبَِيكُُ ََٰٰٓٓحَرَج مََٰٰٓٓلدِّ َ لَّذ َٰٓمِّ

ى ََٰٰٓٓىِيَمَٰٓرَ َٰٓإِب َٰٓ َٰٓسََذ َٰٓىُوَ َٰٓكبَ َٰٓمُس َٰٓم َٰٓٱكُُُ َٰٓمِن َٰٓىَ َٰٓلِمِيَن َٰٓوَيِ َٰٓلُ َٰٓمِيَكُونَ َٰٓعلَيَ َٰٓٱذَا َٰٓشَيِيدًا سُولُ  وَتكَُوهوُآََْٰٰٓكُُ َٰٓمرذ

َٰٓٓ َٰٓٱءََٰٓعلََََٰٓشُيَدَا كوَ َٰٓٱةََٰٓوَءَاتوُآَْٰلوَ َٰٓمصذَٰٓٱفأََكِيوُآََْٰٰٓمنذاسِم َٰٓىُوََٰٓمَو َٰٓٱتَصِمُوآَْٰبَِٰٓع َٰٓٱةََٰٓوََٰٓمزذ ِ َِٰۖٓمىَ َٰٓللَّذ َٰٓلَ َٰٓمَو َٰٓم َٰٓٱمََٰٓفنَِع ََٰٰٓٓكُُ 

  ٨٨منذصِيَُٰٓٱمََٰٓوَهِع َٰٓ
 

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang 

sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali 

tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. 

(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai 

kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) 

dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu 

dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, 

maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan 

berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, 

maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. 

(Q.S. Alhajj: 78).
128

 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik welutan di Kelurahan 

Bandengan, Kecamatan Kendal, kabupaten Kendal sah menurut hukum Islam 

karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian mengenai praktik welutan di Kelurahan 

Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal yang penulis jelaskan di 

atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagaimana berikut: 

1. Praktik welutan di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten 

Kendal merupakan bentuk upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. Praktik welutan yang dilaksanakan di Kelurahan Bandengan 

merupakan salah satu jual beli yang menggunakan sistem borongan yang 

obyeknya adalah belut yang masih di dalam tambak. 

Dalam praktik welutan yang terjadi di Kelurahan Bandengan baik petani 

tambak sebagai penjual maupun pencari belut sebagai pembeli adalah 

orang yang dewasa rata-rata berumur 30-70 tahun, sadar dan sehat akalnya. 

Tidak ditemukan anak dibawah umur atau orang yang tidak berakal dalam 

praktek tersebut. 

Pelaksanaan akad ijab dan qabul dinyatakan secara lisan dengan 

menggunakan kata-kata terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah 

pihak, tidak ada perjanjian secara tertulis hanya menggunakan akad saling 

percaya antara penjual dan pembeli. Adapun ijab qabul dalam jual beli 

tersebut, sebagai berikut: pencari belut: “pak, tambake kulo welutane karo 

rego kaleh doso wong ping sedoso ewu yaiku kaleh atus ewu rupiah, pripun 

pak ?” (Pak, tambaknya saya weluti dengan harga dua puluh orang dikali 
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sepuluh ribu sama dengan dua ratus ribu rupiah). Petani: “Yo, kulo trimo 

tambake di weluti karo rego semono” (ya, saya terima tambaknya di weluti 

dengan harga tersebut). Setelah terjadinya kesepakatan kemudian pembeli 

memberikan uang diawal kepada petani tambak  sebelum melaksanakan 

pencarian belut. 

Penyerahan barang terjadi di masyarakat Kelurahan Bandengan setelah 

terjadinya kesepakatan jual beli, belut yang belum diketahui sudah menjadi 

milik pembeli. 

Dengan penyerahan barang tersebut, maka perjanjian yang diadakan kedua 

pihak sudah berakhir. Dengan demikian masing-masing pihak sudah tidak 

ada ikatan lagi dengan penyerahan barang tersebut maka berakhir pula 

semuanya. 

Penetapan harga belut tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan 

transaksi jual beli borongan antara penjual dan pembeli terjadi tawar 

menawar. Untuk menentukan harga tersebut, harga jual beli belut 

ditetapkan berdasarkan kalkulasi harga jual pada  musim sebelumnya. 

Harga yang dimaksud disini adalah harga secara borongan (tebasan). 

Biasanya pembeli melihat tambak dengan cara menanyakan luas tambak, 

kondisi tambak yang sebelumnya tidak di obati racun pembunuh hama dan 

jumlah pembeli atau pencari belut untuk melakukan penawaran kepada 

petani tambak sebagai penjual.  

Pembayaran dan penetapan harga dalam jual beli belut dilaksanakan awal 

transaksi dengan sistem mesi, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan 
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cara mengumpulkan uang dari iuran para pencari belut yang kemudian 

diserahkan kepada petani tambak sebelum mencari belut 

2. Praktik welutan di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten 

Kendal menurut hukum Islam praktek jual beli tersebut merupakan jual beli 

yang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi 

rukun dan syarat jual beli. Jual beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli 

gharar, karena dilakukan orang yang sudah berpengalaman, sehingga 

penaksiran mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Kalaupun ada 

ketidakjelasan, biasanya bisa di toleransi karena kesamarannya relatif 

ringan. Jual beli tersebut juga sudah menjadi kebiasaan penduduk 

Kelurahan Bandengan yang sudah berjalan lama dan tidak pernah ada 

masalah baik sebelum dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya 

kesepakatan. 

Jual beli tersebut sangat dibutuhkan manusia, terutama orang yang ahli 

dalam mencari belut terkait sebagai profesi untuk kebutuhan kelangsungan 

hidup sehari-hari dan petani tambak yang akan sangat menyulitkan sekali 

kalau diharuskan mencari sendiri karena tidak ahli dalam mencari belut dan 

apabila diobati racun pembunuh hama maka akan mengakibatkan kerusakan 

tanah dan berkurangnya tingkat kesuburan tanah di tambak. Oleh karena itu, 

kalau diharamkan, maka akan sangat memberatkan. 
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B. Saran  

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap analisis hukum Islam 

terhadap praktek welutan di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, 

Kabupaten Kendal, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi penjual sebelum mengadakan jual beli, diusahakan sudah memastikan 

keadaan obyek jual beli supaya bisa menjelaskan kepada pembeli tentang 

kerincian obyek tersebut. 

2. Kepada pembeli sebaiknya melakukan pengamatan dengan cermat dan jelas 

terhadap obyek jual beli dengan memperhitungkan harga yang akan 

disepakati, sehingga diharapkan hasil yang akan didapat nantinya sesuai 

dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian 

3.  Hendaknya dalam jual beli belut dengan sistem borongan, pembeli diberi 

hak memilih (khiyaar), dalam hal memilih akad dalam transaksi apabila 

terjadi permasalahan antara penjual dan pembeli, sehingga di kemudian 

hari tidak akan ada permusuhan. 

4. Bagi kedua belah pihak baik itu penjual dan pembeli hendaklah berhati-hati 

dalam melakukan transaksi jual beli ikan belut dengan sistem borongan 

agar tidak terjebak ke dalam jual beli yang mengandung unsur-unsur 

penipuan. 

C. Penutup 

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi 

ini. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa 
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skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan 

kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh karenanya 

segala saran, arahan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat 

peneliti harapkan. 

Akhirnya peneliti hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang 

sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan 

perbandingan. Semoga mendapat ridha dari Allah SWT. Amin ya 

rabbal„alamin. 
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Wawancara dengan Bapak Sholikin, Tokoh Agama , Selasa, 12-01-2016. 
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Pertanyaan Ulama 

1. Apa yang bapak ketahui tentang jual beli dengan sistem borongan ? 

2. Bagaimana menurut bapak tentang jual beli belut dengan sistem 

borongan? 

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli belut dengan sistem 

borongan? 

  



Pertanyaan Penjual 

1. Apakah Bapak memiliki tambak ? 

2. Apakah di tambak tersebut Bapak memperjualbelikan belut dengan sistem 

borongan? 

3. Apakah bapak membibiti dan memelihara belut tersebut?  

4. Mengapa menjual belut dengan sistem borongan? 

5. Bagaimana pelaksanaan jual beli belut dengan sistem borongan? 

6. Berapa orang yang melakukan jual beli tersebut? 

7. Adakah kendala dalam menjual dengan sistem borongan? 

8. Akad apa yang di gunakan dalam jual beli tersebut? 

9. Bagaimana cara menentukan harga? 

10. Bagaimana cara pembayarannya dan dimana? 

11. Adakah kerugian dalam jual beli tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pertanyaan Pembeli 

 

1. Apakah bapak sebagai pembeli dalam jual beli belut dengan sistem borongan? 

2. Bagaimana pelaksanaan jual beli belut dengan sistem borongan ? 

3. Faktor apa yang mendorong bapak membeli belut dengan sistem borongan? 

4. Adakah kendala atau kesulitan dalam membeli belut dengan sistem borongan?  

5. Akad apa yang di lakukan dalam jual beli tersebut? 

6. Bagaimana cara menentukan harga ? 

7. Bagaimana cara pembayaran dan di mana di laksanakan? 

8. Apakah belut yang bapak hasilkan diperjualbelikan? 

9. Jika diperjualbelikan, dimana? 

10. Adakah kerugian dalam jual beli tersebut? 

 

  



Bukti Wawancara 

 

No Nama Sebagai Umur Alamat 

1 Miskan Penjual 62 Tahun Bandengan, RT: 3/ RW: 2 

2 Slamet Sutejo Penjual 40 Tahun Bandengan, RT: 4/ RW: 3 

3 Nur Rohim Penjual 45 Tahun Bandengan, RT: 4/ RW: 2 

4 Achmad Muzaid Penjual 60 Tahun Bandengan, RT: 4/ RW:2 

5 H. Muda’i Penjual 62 Tahun Bandengan, RT: 3/ RW: 2 

6 Muchdori Penjual 60 Tahun Bnadengan, RT: 1/ RW: 3 

7 Sholikhin Penjual 45 Tahun Bandengan, RT: 4/ RW: 2 

8 Khamaludin Tokoh Agama 50 Tahun Bandengan, RT: 4/ RW: 3 

9 Sholikin Tokoh Agama 45 Tahun Bandengan, RT: 4/ RW:3 

10 Rohmad Pembeli 55 Tahun Juwiring 

11 Kusnadi Pembeli 45 Tahun Korowelang 

12 Bero Pembeli 34 Tahun Juwiring 

13 Runadi Pembeli 40 Tahun Korowelang 

14 Abu Pembeli 45 Tahun Juwiring 

15 Yunadi Pembeli 50 Tahun Juwiring 

16 Suhadi Pembeli 50 Tahun Juwiring 

17 Sobirin Pembeli 35 Tahun Juwiring 

18 Sukadi Pembeli 55 Tahun Juwiring 

19 Subekti Pembeli 37 Tahun Juwiring 

20 Abu Yayid Pembeli 33 Tahun Juwiring 
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